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TECHNICAL EFFICIENCY BUMD USING DEA (DATA 
ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD) 
(Case Studies (PD BKK) in Karanganyar district 2006-2008) 
ANGGITA DEWI INDRATWATI 
NIM F0106018 
 The research entitled Technical Efficiency BUMD Using DEA (Data 
Envelopment Analysis) Method (Case Studies PD BKK in Karanganyar district 
2006-2008)) has a purpose (1) to know the level of efficiency in BKK 
Karanganyar district, (2) determine the factors that cause BKK Karanganyar 
district inefficiencies and solutions to achive efficiency, (3) knowing the health of 
BKK Karanganyar district through CAMEL method. 
 This research uses analysis of primary data by questionnaire method or 
questionnaire surveys or questionnaires, analysis of secondary data by retrieve the 
financial data in study of BKK Karanaganyar district in 2006-2008. The method 
chosen is to determine the performance of banking efficiency by using DEA 
(Data Envelopment Analysis) and determine the health level by CAMEL method. 
 Results of research based on quantitative analysis with the results is 
obtained by the DEA method in PD. BKK Karanganyar has shown inefficiency 
with score efficiency 95,62%, in 2007 PD. BKK Mojogedang, PD. BKK Kerjo, 
and PD. BKK Gondangrejo experiences inefficiencies that each score efficiency is 
99,69%; 99,82%, and 99,69%, in 2008 PD BKK Karanganyar, PD. BKK Kerjo, 
and PD. BKK Jatipuro experiences inefficiencies that each score efficiency is 
99,97%; 99,68%; and 99,40. CAMEL method of calculation results with weighted 
assesment of the level of health in 2006-2008 that PD. BKK Karanganyar 
obtained in 2006 has criteria quite well, while for others have health criteria. 
 Thereover, suggestions that can be given as consideration in improving its 
operation  that a good operational perfomance will become technical efficiency. 
For BKK Karanganyar distric has an efficient and healthy needs to be maintaned 
and improved. 





A. LATAR BELAKANG MASALAH 
BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah, BUMD adalah sebuah 
perwujudan dari peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, dalam perkembangannya BUMD menjadi salah 
satu titik lemah keuangan daerah. Buruknya kinerja perusahaan daerah adalah salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi pemerintah daerah di 
Indonesia. Realitas yang ada banyak BUMD yang mengalami inefisiensi. 
Dalam bisnis sebenarnya banyak BUMD yang tidak profitable, namun perlu diketahui bahwa banyak BUMD yang tujuannya memberikan pelayanan 
kepada publik dan memang tidak profit oriented. Hal ini dikarenakan ada komoditas tertentu yang sebaiknya ditangani pemerintah, misalnya pengadaan air 
bersih. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sebagai penyedia air bersih di beberapa kabupaten juga mengalami masalah namun tidak bisa menutup 
perusahaan ini, karena komoditas air bersih menyangkut hajat hidup masyarakat. Pihak swasta belum tentu bersedia untuk mengelola bisnis ini karena mungkin 
tidak feasible dalam sisi bisnis. BUMD Jawa tengah mempunyai masalah hampir sama dengan BUMD daerah lain, yaitu inefisiensi dalam pemanfaatan sumber 
daya. Selain itu, ketidakmampuan mereka untuk bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif, juga menyebabkan buruknya kinerja BUMD tersebut. 
2 
 
BUMD di daerah dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu BUMD non keuangan dan BUMD keuangan. BUMD non keuangan misalnya PDAM atau 
lembaga lain yang usahanya di luar bisnis keuangan. Sementara BUMD keuangan misalnya Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan Bank Pasar. Beberapa kasus 
yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia adalah kedua jenis BUMD ini sama kondisinya, tidak efisien dan menjadi beban keuangan Pemda. 
Perusahaan publik seperti BUMD memang membutuhkan manajemen khusus. Hal ini dikarenakan perbedaan orientasi antara BUMD dengan perusahaan 
swasta lainnya. Perusahaan publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa profit oriented. Bila ada keuntungan yang diperoleh 
perusahaan ini, maka akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. 
Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22  Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka menetapkan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di 
Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah. Status dan tempat kedudukan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) di Jawa Tengah 
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah, masing-masing belum memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI) sehingga belum memenuhi persyaratan 
menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR). Wilayah kerja PD. BKK adalah se- wilayah kecamatan di kecamatan tempat kedudukan (Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah). 
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Kondisi persaingan yang tinggi, mengharuskan untuk bekerja lebih keras. Dampak persaingan tersebut lebih dirasakan oleh BKK bila dibandingkan dengan 
lembaga perbankan lainnya, yaitu dalam hal permodalan, karena modal yang dimiliki oleh BKK relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan lembaga 
perbankan lainnya. Bidang usaha yang dimiliki oleh BKK relatif lebih sempit dibandingkan dengan lembaga perbankan lainnya. Pada BKK tidak mendapatkan 
pengawasan secara langsung serta tidak perlu untuk melaporkan laporan keuangan tahunan kepada BI, karena BKK di bawah pengawasan serta wajib 
melaporkan laporan keuangannya kepada pemerintah daerah. 
Masalah efisiensi menjadi isu sangat penting pada saat ini dan di masa yang akan datang, karena: 
1) jumlah sumber daya yang semakin sedikit 
2) persaingan yang semakin ketat 
3) meningkatnya standar kepuasan konsumen 
4) meningkatnya mutu kehidupan 
Oleh karena itu, analisis efisiensi sangat penting untuk mengetahui dan menentukan penyebab perubahan tingkat efisiensi dan selanjutnya menentukan 
tindakan koreksi untuk peningkatan efisiensi. Berdasar hal tersebut peneliti ingin mencoba mengetahui analisis efisiensi teknis BUMD (Badan Usaha Milik 
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Daerah) dengan menggunakan metode DEA (Data Envelopment Analysis) dengan cakupan penelitian pada PD. BKK (Perusahaan Daerah Badan Kredit 
Kecamatan) yang ada di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2006-2008. 
Tingkat efisiensi bukan hanya ditujukan untuk lembaga perbankan saja tetapi juga ditujukan untuk BKK yang tergolong BUMD. Di Kabupaten 
Karanganyar keberadaan lembaga perbankan ini masih cukup eksis. Namun hal ini tidak boleh membuat pihak manajemen PD. BKK di Kabupaten 
Karanganyar untuk lalai. Munculnya pesaing yang memiliki modal dan jaringan yang kuat harus selalu diperhatikan oleh PD. BKK di Kabupaten Karanganyar 
jika ingin tetap eksis menjalankan usahanya. 
Tingkat efisiensi pada PD. BKK di Kabupaten Karanganyar dapat dianalisis dengan metode DEA (Data Envelopment Analysis). Melalui laporan keuangan 
PD. BKK di Kabupaten Karanganyar, diharapkan nilai indikator yang cukup kuat untuk mengetahui efisien atau tidak. Adapun BUMD yang menjadi objek 
penelitian adalah BKK di kabupaten Karanganyar yang berlokasi di masing-masing kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel I.1 
Nama dan Lokasi PD. BKK di Kabupaten Karanganyar 
No Nama Lokasi 
1 PD. BKK Karanganyar Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan, 
Karanganyar 




3 PD. BKK Mojogedang Jl. Raya Mojogedang, Karanganyar 
4 PD. BKK Kerjo Prayan, Sumburejo, Kec. Kerjo, 
Karanganyar 
5 PD. BKK Gondangrejo Tuban, Gondangrejo, Karanganyar 
6 PD. BKK Jatipuro Komplek Perkantoran Kec. Jatipuro Kab. 
Karanganyar 
(sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar) 
Maka judul penelitian ini adalah “Analisis Efisiensi Teknis BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Dengan Menggunakan Metode DEA (Data Envelopment 
Analysis) (Studi kasus Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2006-2008). 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana tingkat efisiensi pada PD. BKK di Kabupaten Karanganyar berdasarkan hasil analisis metode DEA? 
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya PD. BKK yang mengalami inefisiensi, serta bagaimana solusi untuk mencapai efisiensi? 
3. Bagaimana tingkat kesehatan pada PD. BKK di Kabupaten Karanganyar dengan metode CAMEL? 
C. TUJUAN PENELITIAN  
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada PD. BKK di Kabupaten Karanganyar melalui metode analisis DEA. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan PD. BKK di Kabupaten Karanganyar mengalami inefisiensi serta solusi untuk mencapai efisiensi. 
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan pada PD. BKK di Kabupaten Karanganyar melalui metode CAMEL. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi peneliti untuk mengetahui perkembangan operasional dilihat dari tingkat efisiensi dan tingkat kesehatan PD. BKK di Kabupaten Karanganyar. 
2. Bagi pihak manajemen PD.BKK di Kabupaten Karanganyar: 
a. Memberikan masukan kepada PD. BKK di Kabupaten Karanganyar yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 
kinerjanya. 
b. Sebagai pijakan untuk perbaikan kinerja PD. BKK di Kabupaten Karanganyar. 
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk menentukan kebijakan terkait dengan usaha PD. BKK di Kabupaten Karanganyar. 
4. Bagi masyarakat (nasabah PD. BKK Kabupaten Karanganyar) untuk mengetahui PD. BKK di Kabupaten Karanganyar yang paling efisien dan sehat serta 












A. PEREKONOMIAN INDONESIA 
Hingga tahun 2009 kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan trend yang semakin positif, setelah perekonomian nasional mengalami tekanan berat 
sepanjang tahun 2007. Pertumbuhan ekonomi global masih cukup tinggi walaupun mengalami penurunan yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan 
ekonomi Amerika Serikat di tahun 2007. Peningkatan suku bunga di Jepang dapat mempengaruhi arus modal di kawasan namun hal tersebut hanya akan 
berdampak kecil terhadap perekonomian Indonesia. 
Fundamental ekonomi Indonesia tahun 2009 tetap stabil sepanjang faktor eksternal mendukung dan tidak terjadi instabilitas sosial politik. Terjaganya 
stabilitas ekonomi makro tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun dalam skala yang relatif kecil. Stabilitas ekonomi nasional 
secara umum akan membaik, namun terdapat potensi instabilitas yang tinggi, bahkan paling mengkhawatirkan dibanding sejumlah negara lain yang pernah 
mengalami krisis ekonomi pada 1997. Potensi instabilitas tersebut pada satu sisi ditunjukkan oleh peningkatan jumlah hutang dan besarnya dana jangka 
pendek (hot money), sedangkan di sisi lain, sektor industri dan investasi, khususnya Foreign Direct Investment (FDI) stagnan, sehingga terjadi 
deindustrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya angka 
kemiskinan dan pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan. 
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Bank Indonesia (BI) mencatat, perekonomian domestik pada 2009 diperkirakan tumbuh cukup tinggi mencapai 4,3 persen walaupun dampak gejolak 
ekonomi global belum sepenuhnya usai. Selain ditopang oleh permintaan domestik yang masih meningkat, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh 
optimisme dan ekspektasi percepatan pemulihan ekonomi global yang semakin kuat terutama sejak pertengahan tahun yang lalu, serta respons kebijakan fiskal 
dan moneter yang akomodatif. 
Reformasi sektor keuangan yang dilakukan selama beberapa tahun sebelumnya juga memberikan kontribusi pada peningkatan daya tahan perbankan 
terhadap gejolak eksternal. Ke depan, prospek perekonomian Indonesia diperkirakan semakin membaik terutama apabila dibarengi dengan perbaikan mikro 
struktural dalam perekonomian. 
Daya tahan perekonomian domestik masih cukup kuat dibarengi penurunan tekanan inflasi. Inflasi 2009 tercatat sebesar 2,78 persen di bawah sasaran 
inflasi BI sebesar 4,5 persen plus minus satu persen. Rendahnya inflasi di 2009 sejalan dengan moderatnya pertumbuhan ekonomi, menguatnya nilai tukar 
rupiah, menurunnya harga-harga komoditas dunia, dan penurunan harga BBM dalam negeri. Perkembangan positif pada laju inflasi dan nilai tukar rupiah 
sejauh ini mampu menjaga ekspektasi pelaku ekonomi tentang stabilitas ekonomi makro, sekaligus menurunkan risiko dan memberikan kepastian bagi pelaku 
ekonomi baik di sektor riil maupun di sektor keuangan. Seiring dengan pemulihan ekonomi, laju inflasi 2010 sedikit meningkat namun masih pada kisaran 
sebesar lima persen plus minus satu persen. 
B. KONDISI PERBANKAN INDONESIA 
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Perekonomian Indonesia sampai dengan September 2009 menunjukkan kondisi yang cukup stabil dan mengalami perbaikan seiring dengan terus 
berlangsungnya pemulihan perekonomian global. Kondisi perbankan nasional tetap stabil, hal ini diindikasikan masih terjaganya Capital Adequacy Ratio 
(CAR) per Juli 2009 sebesar 17,0%. Sementara itu, rasio Non Perfoming Loan (NPL) tetap terkendali di bawah 5% dengan rasio net di bawah 2%. Likuiditas 
Perbankan, termasuk likuiditas dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB) makin membaik dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat. 
Selama Agustus 2009 nilai tukar rupiah secara rata-rata terapresiasi sebesar 1,32% menjadi Rp 9.966,00 per dolar AS. Rupiah bergerak cukup stabil 
sebagaimana tercermin pada penurunan volatilitas dari 0,6% pada Juli 2009 menjadi 0,46%. Bank Indonesia memandang bahwa apresiasi rupiah tersebut 
masih mendukung daya saing produk ekspor Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara Asia lainnya. Di sektor keuangan domestik, perbaikan kinerja 
terus ditunjukkan oleh pasar keuangan domestik. Di pasar saham, minat beli investor di bursa meningkat tinggi didukung oleh kondisi fundamental ekonomi 
domestik yang baik, terutama realisasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari perkiraan, serta kinerja perusahaan publik pada semester I 2009 yang 
menunjukkan perkembangan positif. 
Di pasar uang, kondisi likuiditas di pasar uang antar bank masih cenderung longgar. Hal ini tercermin pada volume transaksi di pasar uang yang mencatat 
peningkatan. Suku bunga PUAB overnight menurun dari bulan sebelumnya, sejalan dengan arah pergerakan BI Rate. Di pasar obligasi, yield SUN (Surat 
Utang Negara) meningkat, yang antara lain disebabkan oleh pelepasan aset oleh beberapa investor asing sebagai akibat aksi profit taking seiring dengan 
peningkatan yield di periode sebelumnya dan kecenderungan nilai tukar yang menguat. 
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Di sektor perbankan, transmisi kebijakan moneter di pasar keuangan cenderung semakin baik. Penurunan BI Rate sebesar 300 bps sejak Desember 2008 
terus diikuti oleh penurunan suku bunga. Hingga Juli 2009, suku bunga dasar pinjaman perbankan mencatat penurunan sebesar 108 bps, suku bunga Kredit 
Modal Kerja (KMK) turun sebesar 85 bps, Kredit Investasi (KI) turun sebesar 83 bps, sementara kredit konsumsi masih mencatat kenaikan 53 bps. Penyaluran 
kredit perbankan juga mulai menunjukkan perbaikan. Hingga Juli 2009 kredit perbankan telah tercatat tumbuh positif, yaitu sebesar 1,2% (ytd) mencapai 
jumlah Rp 15,9 triliun. Dengan optimisme akan perbaikan ekonomi yang semakin tinggi, penyaluran kredit diperkirakan terus meningkat seiring dengan 
semakin berkurangnya ketidakpastian perekonomian di sektor riil. Komitmen sejumlah bank untuk menurunkan suku bunga deposito diperkirakan akan 
semakin mendorong penurunan suku bunga kredit dan penyaluran kredit perbankan. Bank Indonesia akan terus memantau pelaksanaan dari komitmen tersebut 
dan juga akan menempuh langkah-langkah lanjutan untuk meningkatkan efisiensi perbankan sehingga dapat mendorong penurunan suku bunga kredit lebih 
lanjut. 
Di bidang operasi moneter, untuk memastikan ketersediaan likuiditas perbankan dan mengantisipasi meningkatnya kebutuhan likuiditas perbankan seiring 
dengan membaiknya prospek penyaluran kredit, maka terhitung mulai Senin 7 September 2009, Bank Indonesia menyediakan transaksi Repurchase 
Agreement (REPO) dengan tenor 3 bulan disamping yang sudah tersedia. 
Di sisi mikro perbankan, kondisi perbankan nasional tetap stabil. Hal itu diindikasikan oleh masih terjaganya rasio kecukupan modal (CAR) per Juli 2009 
sebesar 17,0%. Sementara itu, rasio gross Non Performing Loan (NPL) tetap terkendali di bawah 5% dengan rasio net di bawah 2%. Likuiditas Perbankan, 
termasuk likuiditas dalam pasar uang antar bank makin membaik dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat. Dengan mempertimbangkan 
perkembangan-perkembangan tersebut di atas, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 3 September 2009 memutuskan untuk mempertahankan BI rate 
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tetap sebesar 6,5%. Dewan Gubernur memandang bahwa pelonggaran moneter sejak Desember 2008 melalui penurunan suku bunga BI Rate sebesar 300 bps 
menjadi 6,5% cukup kondusif bagi proses pemulihan perekonomian dan intermediasi perbankan. Tingkat BI Rate 6,50% tersebut juga dipandang konsisten 
dengan pencapaian sasaran inflasi pada 2010 sebesar 5% ± 1. 
C. KESEHATAN BANK DAN ATURAN KESEHATAN BANK 
Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua 
kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank merupakan suatu 
batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. 
Kegiatan tersebut meliputi: 
1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. 
2. Kemampuan mengelola dana. 
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. 
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. 
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang  No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan 
pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa: 
1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 
solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 
2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak 
merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank. 
3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang diteapkan oleh Bank 
Indonesia. 
4. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib 
memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank 
yang bersangkutan. 
5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan 
akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. 
6. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu 
dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. 
7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan Bank Indonesia. 
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Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian 
(prudential banking) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan 
tentang kesehatan bank, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. 
Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank-bank yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang 
diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran 
dana. 
Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian 
tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan 
Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. 
Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang ditetapkan 
oleh pengawas bank terkait. 
Sebagai pengawas bank, Bank Indonesia juga menilai perfomance bank dengan memperhatikan enam (6) indikator yang disebut CAMELS. Penilaian 




1. Permodalan (Capital) 
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai 
berikut: 
a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku. 
b.  Komposisi permodalan. 
c. Trend ke depan/proyeksi KPMM. 
d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank. 
e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan). 
f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha. 
g. Akses kepada sumber permodalan. 
h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. 
2. Kualitas aset (asset quality) 




a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif. 
b. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit. 
c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah (nonperfoming asset) dibandingkan aktiva produktif. 
d. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). 
e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif. 
f. Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif. 
g. Dokumentasi aktiva produktif. 
h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. 
3. Manajemen (management) 
Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 
a. Manajemen umum. 
b. Penerapan sistem manajemen risiko. 
c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. 
4. Rentabilitas (earnings) 
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Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai 
berikut: 
a. Pengembalian atas aktiva (return on assets – ROA). 
b. Pengembalian atas ekuitas (return on equity – ROE). 
c. Margin bunga bersih (net interest margin – NIM). 
d. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). 
e. Pertumbuhan laba operasional. 
f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan. 
g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. 
h. Prospek laba operasional. 
5. Likuiditas (Liquidity) 
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 
a. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 bulan. 
b. 1-month maturity mismatch ratio. 
18 
 
c. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio – LDR). 
d. Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang. 
e. Ketergantungan pada dana antarbank dan deposit inti. 
f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management – ALMA). 
g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendapatan lainnya. 
h. Stabilitas dana pihak letiga (DPK). 
 
 
6. Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk) 
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-
komponen sebagai berikut: 
a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian (potential loss) sebagai akibat 
fluktuasi (adverse movement) suku bunga. 
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b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse 
movement) nilai tukar. 
c. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. 
D. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) 
BUMD pada dasarnya juga merupakan perusahaan negara, hanya saja  dalam skala daerah. Paling tidak di antara keduanya tidak terdapat perbedaan dalam 
fungsi dan tujuan pendiriannya. Keduanya sama-sama mengemban misi pembangunan melalui pelayanan terhadap masyarakat dan merupakan salah satu 
sumber pendapatan negara. Satu-satunya perbedaan diantara keduanya adalah BUMN dikelola oleh sebuah departemen, sedangkan BUMD oleh Pemerintah 
Daerah. 
BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan 
pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun 
sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Dearah (PAD). 
Ketidakmampuan BUMD untuk memenuhi target sumbangan PAD adalah salah satu masalah yang dialami hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. 
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Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan 
profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar 
dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. Alasan-alasan perlu dilakukannya pembenahan BUMD, yaitu: 
1. Untuk mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan. 
Di tengah iklim bisnis yang berorientasi pasar seperti saat ini, sungguh tidak mungkin bertahan untuk jangka panjang dalam kondisi yang tidak 
efisien. Sebab, efisiensi sungguh erat kaitannya dengan harga produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Perusahaan yang lebih efisien tentu akan dapat 
memberikan harga barang atau jasa yang lebih murah dari pada perusahaan yang kurang efisien. Demikian juga, biaya yang semestinya tidak terjadi akan 
dapat ditekan, sehingga akan dapat menaikkan laba. 
2. Mempermudah pencarian dana guna perluasan usaha. 
Bila dilihat dari struktur permodalannya, hampir semua BUMD membiayai kegiatannya dari hutang, baik hutang jangka pendek dan jangka panjang, 
yang kesemuanya berasal dari bank. Lebih memprihatinkan lagi pinjaman tersebut sebagian besar berasal dari utang luar negeri yang notabene mempunyai 
resiko tinggi jika terjadi perubahan kurs. 
3. Faktor kesulitan keuangan negara. 
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Adalah tidak mungkin terus mengharapkan bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk modal penyertaan, mengingat keterbatasan dana dan tuntutan 
yang lebih besar akan pembiayaan pembangunan pada banyak sektor. Pada akhirnya BUMD harus bisa mandiri dan sekaligus mampu memberikan 
sumbangan besar bagi pembiayaan pembangunan di daerah. 
4. Liberalisasi ekonomi. 
Dengan anggapan bahwa kesepakatan antar negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik melalui AFTA dan APEC, peningkatan daya saing BUMD 
tetap relevan untuk dipertimbangkan sebagai persiapan menjelang pasar bebas. Walaupun bukan merupakan pasukan terdepan dalam globalisasi ekonomi 
tersebut BUMD harus pula berbenah diri. Alasannya sederhana saja, salah satunya berkaitan dengan arus investasi. Dengan liberalisasi ekonomi, arus 
investasi masuk ke semua negara dan ke semua sektor. Pemerintah Daerah harus dapat memanfaatkan momen tersebut dengan menarik minat investor 
asing untuk menanamkan modalnya ke dalam bidang-bidang yang dibawahkan masing-masing BUMD. Usaha-usaha kreatif dan inovatif juga harus 
menjadi agenda semua BUMD agar mampu bersaing dengan perusahaan pada bidang sejenis. 
E. BKK (Badan Kredit Kecamatan) 
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Propinsi Jawa 
Tengah. 
1. Status dan Tempat Kedudukan 
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a. Tempat kedudukan PD. BKK di Kecamatan. 
b. Wilayah kerja PD. BKK adalah sewilayah Kecamatan di Kecamatan tempat kedudukan. 
c. PD. BKK yang akan membuka kantor cabang wajib: 
- Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) 
bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat. 
- Membuat rencana dan menyampaikan kepada Bupati atau Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum 
pembukaan kantor di maksud. 
- Melaporkan kepada Bupati atau Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan. 
2. Asas, Maksud dan Tujuan PD. BKK 
a. PD. BKK dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. 
b. PD BKK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala 
bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. 
3. Fungsi PD. BKK 
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Fungsi PD. BKK sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagal Lembaga Kredit Mikro 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
4. Tugas PD BKK 
a. Merupakan ekonomi kerakyataan. 
b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. 
c. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha. 
d. Menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. 
5. Usaha-usaha PD. BKK 
Untuk mencapai maksud dan tujuan PD BKK menyelenggarakan usaha-usaha antara lain: 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah. 
c. Menetapkan dananya dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito giro atau jenis lainnya pada bank lain. 




a. Modal dasar setiap PD. BKK di tetapkan minimal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
b. Kepemilikan modal PD. BKK dengan perbandingan: 
- Daerah sebesar 50% (lima puluh persen). 
- Kabupaten/Kota sebesar 42,5% (empat puluh dua setengah persen). 
- PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen). 
c. Perubahan modal dasar dilakukan dengan persetujuan pemegang saham. 
d. Pemenuhan modal dasar dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah propinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota dan PT. Bank BPD Jawa Tengah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja. 
e. Modal dasar merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota yang dipisahkan. 
f. Penyertaan modal yang berasal dan pengalihan asset Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan RUPS. 
g. Apabila jumlah modal disetor besarnya melebihi kewajiban modal dasar pelaksanaannya harus ada persetujuan dari para pemegang saham. 
7. Saham-saham 
a. Modal PD. BKK terdiri dari saham-saham. 
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b. Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi. 
c. PD. BKK hanya mengakui satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. 
d. Nilai nominal tiap saham sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dimungkinkan untuk menerbitkan saham akumulatif. 
e. Untuk tiap-tiap saham diterbitkan sehelai surat saham disertai seperangkat tanda deviden berikut sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda 
deviden. 
f. Perubahan nilai saham ditetapkan oleh Gubernur setelah disetujui RUPS. 
g. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani seorang direksi dan Bupati/Walikota wakil pemegang saham. 
h. Terhadap setoran saham yang belum mencapai nilai saham tanda setoran saham (resipis). 
i. Setiap pemegang saham harus tunduk pada Peraturan Daerah dan kepada semua keputusan RUPS. 
j. Ketentuan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham duplikat saham ditetapkan oleh RUPS. 
F. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BKK 
Penilaian tingkat kesehatan BKK sama dengan penilaian tingkat kesehatan BPR, yang menjadi pembeda adalah, laporan penilaian tingkat kesehatan BKK 
disampaikan kepada Pemda sedangkan untuk BPR disampaikan kepada Bank Indonesia. Pada penilaian tingkat kesehatan BKK tidak menggunakan indikator 
sensitivitas terhadap resiko pasar. 
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Tingkat kesehatan pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu 
bank. Pendekatan kuantitatif tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, 
likuiditas. Pendekatan kuantitatif diperlukan karena masing-masing faktor tersebut mengandung berbagai aspek yang saling berkaitan antara satu dengan 
lainnya serta saling mempengaruhi. 
Pelaksanaan penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan dengan cara: 
1. Mengkuantifikasi beberapa komponen penting dari masing-masing faktor. 
2. Atas dasar kuantifikasi komponen-komponen penting tersebut dilakukan penilaian lebih lanjut dengan memperhatikan aspek lain yang secara materiil 
berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor. 
Sedangkan tata cara kuantifikasi penilaian kesehatan dilakukan dengan reward system yaitu memberikan nilai kredit 0 sampai dengan 100 bagi masing-
masing faktor komponen penilaian tingkat kesehatan bank beserta dengan bobotnya. 
Tingkat kesehatan digolongkan menjadi empat kriteria yang ditentukan oleh pemerintah, mengacu pada PAKTRI 91/ PAKMEI 1993, menurut tingkat 






Penggolongan Tingkat Kesehatan 
NILAI PREDIKAT 
81 – 100 
66 – < 81 
51 – < 66 





(berdasarkan SK DIR BI NO.30/12/KEP/DIR/97) 
Faktor-faktor dan komponen CAMEL yang dinilai sebagai berikut: 
1. Permodalan (Capital) 
Modal merupakan salah satu faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kemungkinan kerugian. 
Permodalan yang cukup adalah berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan yang mungkin timbul dari penanaman dalam aktiva 
produktif yang mengandung risiko serta membagi penanaman dalam benda tetap dan investasi. 
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1) Pengertian Modal 
Menurut Hasibuan (2005:61) Dana/modal Bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana 
bank terdiri dari dana (modal) sendiri dan dana asing. 
Modal Sendiri Bank (Equity Fund) adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam 
bank itu sendiri; terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. 
Rincian modal BKK adalah sebagai berikut: 
1. Modal Inti 
Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan–cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Secara rincian modal inti dapat berupa 
bentuk-bentuk berikut: 
a. Modal disetor 
Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya, bagi BKK yang berbadan hukum Koperasi, modal 
disetor terdiri dari atas simpanan pokok dan simpanan wajib dan hibah dari para anggotanya. 
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b. Cadangan umum 
Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat 
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Cadangan tujuan 
Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan mendapat mendapat persetujuan Rapat 
Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
d. Laba ditahan (rentained earning) 
Laba yang ditahan yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan 
untuk tidak dibagikan. 
e. Laba tahun lalu  
Laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan 
kerugian sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan belum ditetapkan penggunaanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat 
Anggota. Jika BKK mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. 
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f. Laba tahun berjalan 
Laba tahun berjalan yaitu laba setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif. 
Perhitungan taksiran utang pajak dikecualikan apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang 
berlaku. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika BKK mengalami kerugian pada tahun 
berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. 
Modal inti tersebut diatas harus dikurangi dengan kekurangan penyisihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang sebenarnya dibentuk. 
2. Modal Pelengkap 
Modal pelengkap pada BKK dihitung dari 1,25% ATMR. 
2) Pengertian Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 
Pengertian Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yaitu pos-pos aktiva yang diberikan bobot risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri 
atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, peminjam atau sifat barang jaminan. Rincian bobot tersebut adalah sebagai berikut: 
a. 20% dari antar bank aktiva (ABA). 
b. 100% dari kredit yang diberikan. 
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c. 100% dari nilai buku aktiva tetap dan inventaris. 
d. 100% dari rupa-rupa aktiva. 
3) Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum Perhitungan Modal Minimum BPR dapat dilakukan dengan cara: 
a. ATMR dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal pos-pos aktiva dengan bobot risiko masing-masing. 
b. ATMR dari masing-masing pos aktiva dijumlahkan. 
c. Jumlah kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) adalah 8% dari jumlah ATMR (nomor b). 
d. Dihitung jumlah modal inti dan modal pelengkap. 
Adapun penentuan besarnya nilai kredit untuk penilaian permodalan ini adalah sebagai berikut: 
a. Pemenuhan KPMM sebesar 8 % diberi predikat “sehat” dengan nilai sebesar 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% 
nilai kredit ditambah 1 hingga maksimal 100. 
b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat “kurang sehat” dengan nilai kredit 65, dan setiap penurunan 0,1% dari 
pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit 1 hingga minimum 0. 
4) Penilaian Permodalan 
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Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sesuai yang dengan yang 
diatur dalam SK DIR BI No. 26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
26/20/BPPP tentang Kewajiban Modal Minimum BPR masing-masing tanggal 29 Mei 1993 . Ketentuan rasio antara modal dan ATMR biasa disebut 
Capital Adequancy Ratio (CAR) atau Rasio Kecukupan Modal merupakan analisis solvabilitas untuk mendukung kegiatan bank secara efisien dan 
mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan serta apakah kekayaan bank semakin bertambah atau semakin berkurang. Analisis 
ini juga berguna untuk menunjukkan kemampuan dalam memenuhi segala kewajiban finansialnya baik berupa utang jangka pendek maupun utang 
jangka panjang. 
Rasio Permodalan (CAR) adalah sebagai berikut: 









Adapun formulasi rasio ini menjadi nilai kredit:  









Kriteria Penilaian Kesehatan Faktor Permodalan 
KRITERIA HASIL RASIO 
Sehat ≥ 8,0% 
CukupSehat ≥ 7,9% – < 8,0% 
KurangSehat ≥ 6,5% − < 7,9% 
Tidak Sehat < 6,5% 
 (berdasarkan SK DIR BI NO.30/12/KEP/DIR/97) 
2. Kualitas Aset (Assets Quality) 
Perbankan sebagai lembaga pemberi jasa-jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran, maka bank memberikan berbagai fasilitas kepada nasabah, 
loanable funds dari bank yang terbesar diberikan dalam bentuk kredit. Penilaian kualitas asset merupakan penilaian terhadap kondisi asset bank dan 
kemampuan manajemen dalam mengelola kredit. 
Berdasarkan SK DIR BI No.26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana dirubah dalam PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva 
Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), disebutkan bahwa kinerja dan kelangsungan usaha BPR dipengaruhi oleh 
kualitas penyediaan dana pada aktiva produktif, termasuk kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian dari penyediaan dana tersebut dan dalam rangka 




1) Aktiva Produktif 
Aktiva produktif yaitu semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan 
sesuai dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk aktiva produktif (Susilo, 2000:30). Pengelolaan aktiva produktif adalah bagian 
dari asset management yang juga mengatur tentang cash reserve (liquidity assets) dan fixed assets (aktiva tetap dan inventaris). Adapun komponen dari 
aktiva produktif terdiri dari: 
1. 100% dari kredit yang diberikan. 
2. 100% dari antar bank aktiva (ABA). 
Aktiva produktif yang dimiliki bank memiliki empat golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan kolektibilitasnya. 
Kolektibilitas merupakan keadaan pembayaran kembali pokok dan bunga kredit nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang 
ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya. 
2) Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan 
Aktiva Produktif yang diklasifikasikan yaitu aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan 
atau menimbulkan kerugian bagi bank. Adapun cara pengklasifikasian ini mengikuti cara kolektibilitas diatur dalam SE BI No. 23/12/BPPP tanggal 28 
Desember 1991, yaitu: 
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a. 0% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar. 
b. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar. 
c. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan. 
d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. 
3) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) 
Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian dari setiap penanaman dana yang dilakukan bank, maka bank wajib membentuk 
PPAP yang cukup guna menutup kerugian tersebut. Besarnya pembentukan penyisihan sesuai dengan SK DIR BI No. 26/167/KEP/DIR dan SE BI No. 
26/9/BPPP tentang penyempurnaan PPAPWD tanggal 29 Maret 1994 adalah sekurang-kurangnya: 
a. 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar. 
b. 10% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi agunan yang dikuasai. 
c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan yang dikuasai. 
d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi agunan yang dikuasai. 
4) Penilaian Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 
Rasio penilaian terhadap Kualitas Aktiva Produktif adalah sebagai berikut: 
36 
 
a. Perbandingan Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Total Aktiva Produktif  




Dengan rasio ini maka gagalnya pengambilan kredit yang mengalami kemacetan dapat diukur. Adapun formulasi rasio ini menjadi angka kredit 
yaitu untuk rasio 22,5% atau lebih diberi kredit 0 untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 22,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100. 




Bobot yang diberikan untuk penilaian ini adalah sebesar 25% dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL. 
b. Perbandingan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib 
Dibentuk (PPAPWD) 




Formulasi rasio ini menjadi nilai kredit ditentukan untuk rasio 0% mendapat nilai 0 dan setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 
dengan maksimal nilai kredit 100. 
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Nilai Kredit (murni) = n Rasio x 1 
Bobot yang diberikan untuk penilaian komponen ini yaitu 5% dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL. 
Tabel II.3 
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor KAP 
KRITERIA HASIL RASIO 
RASIO KAP 1 RASIO KAP 2 
Sehat 0,00% − ≤10,35% ≥81,00% 
Cukup Sehat > 10,35% − ≤12,60% ≥ 66,00% − <81,00% 
Kurang Sehat > 12,60% − ≤14,85% ≥ 51,00% − <66,00% 
Tidak Sehat >14,85% <51,00% 




3. Manajemen (Management) 
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Penilaian manajemen merupakan inti dari pengukuran masyarakat apakah sebuah bank telah berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat (sound 
banking business) atau dikelola secara tidak sehat. Selain itu dengan penilaian manajemen maka ketrampilan manajerial dan profesionalisme perbankan 
dari pimpinan atau manajer BKK yang bersangkutan dapat diukur. 
Menurut SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR dan SE BI No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat produktif, manajemen 
umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas, penilaian faktor manajamen didasarkan pada 25 aspek yang memberikan penekanan pada 
manajemen umum ( 10 indikator yang terdiri dari penilaian strategi/sasaran, struktur, sistem, dan kepemimpinan) dengan bobot penilaian 10% dan 
manajemen risiko ( 15 indikator terdiri dari penilaian risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko operasional) dengan bobot penilaian 10%. 
Tata cara penilaian yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan/pernyataan (sesuai aspek yang dinilai). Skala penilaian untuk setiap indikator 
antara 0 sampai 4 adalah sebagai berikut: 
Nilai 0 mencerminkan kondisi lemah 
Nilai 1,2,3 mencerminkan kondisi antara 




Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor Manajemen 





35 – 40 
27 − < 35 
21 − < 27 
0 − < 21 
49 − 60 
40 − < 49 
31 − < 40 
0 − < 31 
       (berdasarkan SK DIR BI NO.30/12/KEP/DIR/97) 
4. Rentabilitas (Earnings) 
Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada dua rasio. Rasio pertama adalah rasio laba kotor terhadap rata-rata total asset yang disebut dengan 
rasio Return on Asset (ROA). Yang dimaksud laba kotor adalah laba yang diperoleh perusahaan 12 bulan terakhir sebelum dikurangi dengan pajak. 
Sedangkan rata-rata total asset usaha adalah total asset usaha perusahaan dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan 12 bulan. 
Rasio kedua yang digunakan dalam penilaian faktor rentabilitas adalah rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Biaya 
operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasional selama 12 bulan terakhir. Sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan 




1. Rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Total Aktiva (ROA) 




Perhitungan terhadap ROA dilakukan dengan cara rasio sebesar 0% atau negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 
0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100.  




Bobot untuk penilaian komponen ini adalah 5% dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL. 
2. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 






Perhitungan pada rasio efisiensi BOPO dilakukan dengan cara rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 0,08% 
nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimal 100. 
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Bobot untuk penilaian komponen ini adalah 5% dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL. 
Tabel II.5 
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor Rentabilitas 
KRITERIA HASIL RASIO 
RASIO ROA RASIO BOPO 
Sehat > 1,215% ≤ 93,52% 
Cukup Sehat > 0,999% − ≤ 1,215% > 93,52% − ≤ 94,72% 
Kurang Sehat > 0,765% − ≤ 0,999% > 94,72% − ≤ 95,92% 
Tidak Sehat ≤ 0,765% > 95,92% 
(berdasarkan SK DIR BI NO.30/12/KEP/DIR/97) 
5. Likuiditas (Liquidity) 
Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar semua deposantnya, serta 
dapat memnuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan (Mulyono, 1995:79). Oleh karena itu bank dikatakan likuid apabila: 
1. Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya. 
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2. Bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari butir satu diatas, tetapi yang bersangkutan juga mempunyai assets lain (khususnya surat-surat 
berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya. 
3. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui berbagai bentuk hutang. 
Penilaian terhadap faktor likuiditas menggunakan dua rasio yang dapat ditampilkan dalam rumus sebagai berikut: 
1. Perbandingan antara Alat Likuid terhadap Hutang Lancar (Cash Ratio) 
Cash Ratio (CR) adalah rasio alat likuid terhadap hutang lancar yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar hutang 
lancarnya dengan menggunakan alat likuidnya. 






Yang dimaksud dengan alat likuid disini adalah kas, penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan yang sudah dikurangi dengan 
tabungan bank lain. Hutang lancar yang dimaksud adalah kewajiban segera yaitu tabungan dan deposito berjangka. Rasio ini menunjukan kemampuan 
bank untuk membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan cash assets yang dimilikinya. 






Formulasi ini menjadi nilai kredit yaitu 0% mendapat nilai kredit 0, dan dari setiap kenaikan 0,05 nilai kredit ditambah dengan 1 dengan maksimal 
100. 
Bobot untuk penilaian komponen ini ditetapkan sebesar 5% dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL. 
2. Perbandingan antara Kredit yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima oleh Bank (Loan to Deposi Ratio/LDR) 
LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menyatakan seberapa jauh 
kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber 
likuiditasnya. 




Dana yang diterima meliputi: 
a. Tabungan. 
b. Deposito berjangka. 
c. Pinjaman diterima pihak ketiga bukan bank. 
d. Antar bank pasiva (ABP). 
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e. Rupa-rupa pasiva. 
f. Modal disetor. 
g. Laba/rugi. 
Perhitungan terhadap rasio LDR dilakukan dengan cara rasio sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk penurunan sebesar 1% mulai 
dari 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimal 100. 
Nilai kredit = (115 – rasio LDR) X 4 
Bobot untuk komponen ini ditetapkan sebesar 5% dari keseluruhan faktor CAMEL. 
Tabel II.6 
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor Likuiditas 
KRITERIA HASIL RASIO 
RASIO CR RASIO LDR 
Sehat > 4,05% ≤ 94,75% 
Cukup Sehat > 3,30% − ≤ 4,05% > 94,75% − ≤ 98,5% 
Kurang Sehat > 2,55% − ≤ 3,30% > 98,50% − ≤ 102,25% 
Tidak Sehat ≤ 2,55% > 102,25% 
(berdasarkan SK DIR BI NO.30/12/KEP/DIR/97) 
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G. DEFINISI EFISIENSI 
Pengertian efisiensi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kinerja perusahaan biasanya diukur dengan efisiensi ekonomi. Efisiensi 
ekonomi terdiri atas efisiensi teknis (technical efficiency) dan efisiensi alokasi (allocative efficiency). Efisiensi teknis adalah kombinasi antara kapasitas dan 
kemampuan unit ekonomi untuk memproduksi sampai tingkat output maksimum dari sejumlah input dan teknologi. Efisiensi alokasi adalah kemampuan dan 
kesedian unit ekonomi untuk beroperasi pada tingkat nilai marginal (marginal value product atau MVP) sama dengan biaya marginal (marginal cost atau MC), 
sehingga dengan kata lain MVP=MC (Saleh, 2000). 
Efisiensi dapat didefinisikan sebagai rasio antara output dengan input (Kost dan Ronsenwig dalam Verdyana, 1997:41). Ada tiga faktor yang menyebabkan 
efisiensi, yaitu apabila dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama dan 
dengan input yang besar menghasilkan output yang lebih besar. 
Pada dasarnya pengukuran efisiensi ini dapat dibedakan dalam dua cara atau metode pendekatan, yaitu: 
a. Pendekatan Tradisional 
Pendekatan tradisional adalah pengukuran efisiensi yang mendasarkan pada besarnya return dari investasi atau modal yang telah ditanamkan untuk 
memproduksi suatu produk tertentu, misalnya Return of Investment (ROI), pendekatan ini sering disebut juga dengan pendekatan rasio . 
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b. Pendekatan Terkini 
Pengukuran efisiensi akhir-akhir ini rata-rata merujuk pada kemampuan sebuah institusi untuk mengontrol biaya dan menentukan hasil, salah satu 
cara pengukuran efisiensi ini adalah dengan Data Envelopment Analysis (DEA). Model ini didasarkan pada pemrograman linear, DEA ini sudah popular 
dan telah banyak digunakan untuk menganalisis efisiensi industri perbankan (Noulas dan Glaveli dalam Verdyana, 2002: 3-4) 
H. TEORI EFISIENSI 
Masalah efisiensi merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Efisiensi tidak terlepas dari 
prinsip dasar dalam ilmu ekonomi, yaitu dengan faktor produksi yang terbatas bagaimana dapat menghasilkan produk semaksimal mungkin, atau untuk 
menghasilkan output tertentu bagaimana faktor produksi dapat ditekan seminimal mungkin. 
Suhendar (1989) mengemukakan bahwa ada beberapa macam cara untuk mengukur atau membandingkan tingkat efisiensi antar perusahaan, yaitu 1) 
efisiensi teknis, dua perusahaan mempunyai tingkat efisiensi teknis yang berbeda jika pada tingkat penggunaan input yang sama tingkat output yang dihasilkan 
berbeda. Efisiensi teknis mengukur keberhasilan suatu kegiatan ekonomi dalam memproduksi output maksimal dari kombinasi input tertentu. 2) efisiensi 
alokatif (efisiensi harga), dua perusahaan mempunyai kesanggupan yang berbeda dalam hal menyamakan nilai produk marjinal dari input peubah terhadap 
harga oportunitas sehingga menghasilkan harga. Efisiensi alokatif mengukur keberhasilan perusahaan dalam mengalokasikan input dalam mencapai 
keuntungan maksimum. 3) efisiensi ekonomi, dua perusahaan mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda walaupun keduanya beroperasi pada kondisi pasar 
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faktor produksi atau pasar produk yang sama tetapi mungkin masing-masing mendapat perlakuan harga yang berbeda, atau dapat dikatakan bahwa efisiensi 







Gambar II.1: efisiensi isoquant per unit 
Berdasarkan kurva isoquant di atas diasumsikan bahwa perusahaan hanya menggunakan dua input, yaitu 1X  dan 2X . kurva SS¢ adalah tempat kedudukan 
titik-titik kombinasi penggunaan input terkecil untuk menghasilkan output. Kurva SS¢ disebut efisiensi isoquant per unit, jika titik P adalah posisi sebuah 














Kurva AA¢ adalah kurva biaya relatif minimum penggunaan input yang menyinggung SS¢, di titik Q¢. Titik Q¢ berada pada posisi biaya minimum SS¢ dan 
pada tingkat kombinasi penggunaan input terkecil, maka RQ menunjukkan ukuran penggunaan biaya yang tidak efisien. Indeks efisiensi biaya adalah OR/OQ. 
Jika titik P, Q¢ dan R berimpit dengan titik Q, maka kondisi efisiensi ekonomi yang absolute dapat tercapai. Indeks efisiensi ekonomi merupakan OQ/OP x 
OR/OQ. 
Menurut Sudarsosno (2003:206) suatu industri atau perusahaan dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu dari dua kriteria, yaitu kriteria pertama, 
suatu perusahaan akan dikatakan efisien jika perusahaan tersebut mampu meminimumkan biaya tanpa mengurangi output yang dihasilkan (minimasi biaya 
untuk jumlah keluaran yang sama). Kriteria kedua, perusahaan dikatakan efisien jika dengan biaya yang sama perusahaan tersebut dapat menghasilkan output 
yang maksimum (maksimisasi produksi dengan biaya yang sama). 
Efisiensi perusahaan atau industri akan dicapai jika perusahaan atau industri tersebut dapat meminimumkan biaya produksi/operasional untuk 
menghasilkan output yang sama. Untuk dapat melihat efisiensi ini dapat digunakan kurva biaya. 
Perusahaan akan senantiasa berusaha untuk meminimumkan biaya, dengan demikian tingkat produksi yang dihasilkan harus menyesuaikannya. Jika 
diasumsikan bahwa perusahaan hanya menggunakan input tenaga kerja dan kapital saja, maka biaya total (Total Cost, TC), TC = wL+rK, dimana w adalah gaji 










Gambar II.2: kombinasi input biaya minimum (sumber: PAU UGM, 2000:13) 
Pada titik E garis isokos bersinggungan denga isoquant. Pada kondisi inilah perusahaan akan dibebani biaya yang minimum. Dengan demikian kombinasi 
input minimal ditunjukkan oleh MPL/MP=w/r atau MPL/w=MPK/r. Dengan kata lain untuk meminimumkan biaya produksi, maka produksi marjinal dari 
setiap rupiah yang dibelanjakan oleh produsen harus sama, jika tidak demikian maka realokasi input dapat memberikan biaya yang lebih murah. Misalnya, 
produksi marjinal per rupiah kapital lebih tinggi daripada produksi marjinal per rupiah tenaga kerja maka produsen dapat mengubah kombinasi input dengan 
menambah penggunaan kapital dan mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk memperoleh kombinasi yang terbaik. Kombinasi terbaik akan diperoleh 
apabila realokasi input tidak memungkinkan diperoleh biaya yang lebih rendah. 
I. DEA ( DATA ENVELOPMENT ANALYSIS) 
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DEA diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (1978). Metode Data Envelopment Analysis (DEA) dibuat sebagai alat bantu untuk evaluasi kinerja 
suatu aktifitas dalam sebuah unit entitas (organisasi). Pada dasarnya prinsip kerja model DEA adalah membandingkan data input dan output dari suatu 
organisasi (decision making unit, DMU) dengan data input dan output lainnya pada DMU yang sejenis. Perbandingan ini dilakukan untuk mendapatkan suatu 
nilai efisiensi. 
1. Model DEA CCR (Charnes-Cooper-Rhodes) 
Pertama kalinya model CCR ditemukan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978. Pada model ini diperkenalkan suatu ukuran efisiensi untuk 
masing-masing decision making unit (DMU) yang merupakan rasio maksimum antara output yang terbobot dengan input yang terbobot. Masing-masing nilai 
bobot yang digunakan dalam rasio tersebut ditentukan dengan batasan bahwa rasio yang sama untuk tiap DMU harus memiliki nilai yang kurang dari atau 
sama dengan satu. Dengan demikian akan mereduksi multiple inputs dan multiple outputs ke dalam satu “virtual” input dan “virtual”output tanpa 
membutuhkan penentuan awal nilai bobot. Oleh karena itu ukuran efisiensi merupakan suatu fungsi nilai bobot dari kombinasi virtual input dan virtual output. 





































mivsru ir ,...,2,1,0;,...,2,1,0 =³=³  
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dengan ijx  adalah nilai input yang diamati dengan tipe ke-i dari DMU ke-j dan ijx >0 untuk i=1,2,3,…,m dan j=1,2,…, n. Demikian juga dengan rjy adalah nilai 
output yang diamati dengan tipe ke-i dari DMU ke-j dan rjy > 0 untuk i=1,2,…,m dan j=1,2,…,n. 
Variabel ru dan iv  adalah nilai bobot untuk menentukan permasalahan programming diatas. Namun permasalahan ini memiliki solusi yang tidak terbatas 
karena jika (u* dan v*) adalah optimal, maka untuk tiap α > 0, (αu* dan αv*) juga optimal. Dengan mengikuti transformasi Charnes-Cooper, maka solusi yang 
kita dapat pilih adalah solusi (u,v) yang representatif dengan kondisi: å =10ii xv , sehingga diperoleh linear programming yang ekuivalen dengan 
permasalahan linear fractional programming. Pembagi dalam ukuran efisiensi di atas dibuat sama dengan satu dan permasalahan linear yang telah 
ditranformasikan dapat ditulis dengan: 

















ii xv  
mivsru ir ,...,2,1,0;,...,2,1,0 =³=³  
Permasalahan linear programming di atas sering disebut juga model CCR dengan input-output oriented. Maksimalisasi dilakukan dengan memilih 
“virtual” multiplie (yaitu nilai-nilai bobot) u dan v yang menghasilkan laju terbesar “virtual” output per “virtual” input. Permasalahan tersebut dapat ditulis 
untuk tiap 0DMU sebagai: 
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njj ,...,2,1,0 =³l  
Permasalahan linear programming di atas memperoleh solusi optimal 0Q *, yang merupakan nilai efisiensi, disebut juga nilai efisiensi teknis atau efisiensi 
CCR, untuk 0DMU  tertentu. Sedangkan untuk memperoleh nilai efisiensi untuk seluruh DMU diperoleh dengan mengulangi proses di atas untuk tiap jDMU , 
j=1,2,…,n. Nilai Θ selalu lebih kecil atau sama dengan satu. Bagi DMU yang memperoleh 0Q *=1 disebut relatif efisien, di mana kombinasi “virtual” input-
output terletak pada efficient frontier. 
2. Model DEA BCC (Banker-Charnes-Cooper) 









Hasil model DEA yang memberikan variabel return terskala disebut model BCC, Banker, Charmes dan Cooper (1984). Model BCC dengan input-output 
oriented untuk 0DMU  dapat ditulis dengan: 
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Nilai-nilai efisiensi BCC diperoleh dengan menjalankan model di atas untuk setiap DMU. Nilai-nilai efisiensi pengukuran kinerja BCC disebut nilai 
efisiensi teknis murni (pure technical efficiency), hal ini terkait dengan nilai-nilai yang diperoleh dari model yang memperbolehkan variabel return terskala, 
sehingga skala yang ada dapat tereliminasi. Secara umum nilai efisiensi CCR untuk tiap DMU tidak akan melebihi nilai efisiensi BCC, yang memang telah 
jelas secara intuitif karena model BCC menganalisa tiap DMU secara lokal daripada secara global. Jika telah diperoleh nilai efisiensi teknis murni, maka 
efisiensi skala (scale efficiency) dapat dihitung dengan persamaan: SE = Technical Efficiency / Pure Technical Eefficiency 
3. Ilustrasi Perbandingan BCC dan CCR 
Pada model DEA, CCR atau sering dikenal dengan nama constant return to scale, perbandingan nilai output dan input bersifat konstan, penambahan nilai 
input dan output sebanding. Pada model DEA, BCC yang juga dikenal dengan nama variable return to scale, peningkatan input dan output tidak berproporsi 




Gambar II.3: perbandingan model CCR dan BCC (Chehade, 1998) 
a. Model BCC Orientasi Output dan Input 








Gambar II.5: model BCC orientasi input 
Gambar Model BCC Orientasi Output di atas, DMU 1,5,3 dan 6 merupakan DMU yang efisien pembentuk efisiensi frontier. DMU 2 akan menjadi efisien 
jika, pengurangan variabel output dengan nilai efisiensi frontier dikurangi satu ( 2F -1) atau mengalikan nilai outputnya dengan nilai efisiensi ( 2F ) untuk 
mendapatkan nilai output berada pada frontier, kemudian mengurangi nilai input sebesar nilai input slack (karena DMU2 berada di luar envelopment surface). 
Untuk DMU 4 dan DMU 7 terlihat tidak memiliki slack. Efisiensi pada ke dua DMU tersebut akan tercapai dengan meningkatkan nilai outputnya dan juga 
mengurangi nilai input. 
b. Model CCR Orientasi Input dan Output 
Model CCR yang dibangun oleh Charnes, Cooper dan Rhodes dikenal juga dengan nama CRS (constant return to scale). Pada kedua model CCR baik yang 
berorientasi input dan output, merupakan turunan dari model BCC, dengan kata lain kedua model ini hampirlah sama. Pada BCC yang berorientasi pada input, 
terdapat syarat convexity constraint berbeda dengan model CCR, pada model ini convexity constraint dihilangkan. Begitu pula yang terjadi pada model CCR 
dengan orientasi output. Dalam model tersebut juga dihilangkan syarat convexity constraint. Penghilangan syarat ini akan berakibat pada pengurangan nilai 
efisiensi pada kedua model CCR ini. 
Metode DEA mempunyai beberapa kelebihan, yaitu: 
1. Dapat menangani banyak input dan output dari sekumpulan DMU. 
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2. Tidak membulatkan asumsi hubungan fungsional antara input dan output. 
3. Tidak mensyaratkan pengukuran tunggal untuk setiap DMU sehingga memudahkan untuk dibandingkan dengan DMU yang lain. 
Walaupun demikian metode DEA mempunyai beberapa kelemahan, yaitu: 
1. Pengukuran efisiensi DEA menghasilkan tingkat efisiensi relatif, artinya tingkat efisiensi jika dibandingkan dengan DMU-DMU yang lain dan 
sangat rentan terhadap kesalahan pengukuran sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak valid (Jemric dan Vujcici dalam Verdyana, 2005). 
2. Karena DEA adalah metode nonparametric sehingga sangat sulit dilakukan uji pengukuran statistic (Siswandi dan Purwantoro, 2005:47). 
J. PENELITIAN TERDAHULU 
Penelitian tentang efisiensi dengan menggunakan metode DEA akhir-akhir ini sangat diminati oleh para ilmuwan, banker maupun praktisi perbankan. 
Beberapa penelitian yang pernah dilakukan antara lain: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Danang Widjanarko dengan judul “Analisis Efisiensi Perbankan di Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi Tahun 1998 
Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (studi kasus 20 bank di Indonesia Tahun 1998).” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi masing-masing bank di Indonesia pada masa krisis tahun 1998 serta mengetahui sumber-
sumber yang menyebabkan inefisiensi pada masing-masing bank dan cara mengatasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode DEA dengan bantuan 
software WDEA (Warwick DEA). 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anton Agus Setyawan dan Wahyono dengan judul “Pengukuran Kinerja BUMD Dengan Metode DEA (studi empiric pada 
BKK Kabupaten Sragen).” 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi BUMD Keuangan di Kabupaten Sragen dan membandingkan efisiensi dari masing-masing 
BUMD Keuangan. Dalam penelitian ini digunakan metode DEA. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fina Windarini dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan BPR di Kabupaten Karanganyar (periode tahun 2005-2007).” 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan BPR di Kabupaten Karanganyar dengan menganalisis laporan keuangan dengan 
dibantu menggunakan model CAMEL. 
K. KERANGKA PEMIKIRAN 
Efisiensi merupakan salah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu kinerja organisasi. Dengan tingkat efisiensi yang tinggi maka dapat dikatakan 
mampu menjalankan proses operasionalnya dengan baik. Untuk mengetahui tingkat efisiensi tersebut maka kebutuhan operasional harus diamati baik dari sisi 
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input maupun output. Adapun input yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah biaya bunga, biaya operasional, dan kredit. Sedangkan outputnya adalah 
Dana Pihak Ketiga (DPK), dan total pendapatan. Dengan pengolahan menggunakan DEA maka akan dapat dilihat tingkat efisiensi pada PD. BKK. Tingkat 
efisiensi yang diperoleh dari rasio output yang dicapai dengan menggunakan berbagai macam input yang tersedia untuk kemudian digunakan sebagai umpan 
balik penyusunan kebijakan operasional bank sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam rangka meningkatkan efisiensi PD. BKK 
tersebut. 














































A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan pada PD. BKK di Kabupaten Karanganyar, dengan populasi enam (6) PD. BKK di Kabupaten Karanganyar, yaitu: 
Tabel III.1 
Nama dan Lokasi PD. BKK di Kabupaten Karanganyar 
No Nama Lokasi 
1 PD. BKK Karanganyar Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan, 
Karanganyar 
2 PD. BKK Kebakkramat Jl. Acidatama (Komplek Kantor Kec. 
Kebakkramat) Karanganyar 
3 PD. BKK Mojogedang Jl. Raya Mojogedang, Karanganyar 
4 PD. BKK Kerjo Prayan, Sumburejo, Kec. Kerjo, 
Karanganyar 
5 PD. BKK Gondangrejo Tuban, Gondangrejo, Karanganyar 
6 PD. BKK Jatipuro Komplek Perkantoran Kec. Jatipuro Kab. 
Karanganyar 
 (sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar) 
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Perusahaan daerah ini merupakan lembaga milik Pemerintah daerah yang kegiatan usahanya melaksanakan dan memperluas pemberian pinjaman bagi 
pedagang, pengusaha golongan ekonomi lemah yang produktif dan pegawai negeri maupun swasta serta para pedagang di pasar-pasar dan di desa-desa dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
Data primer merupakam sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam 
penelitian ini data primer merupakan hasil interview dan observasi langsung yang di lakukan pada PD. BKK di Kabupaten Karanganuyar yang 
berupa hasil pengisian dua puluh lima pertanyaan (25) tentang manajemen. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak 
lain). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh berupa laporan keuangan PD. BKK di Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008. 
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C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 
 
1. Metode Dokumentasi 
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder sebagai pendukung data primer. Metode ini dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data laporan keuangan pada PD. BKK di Kabupaten Karanganyar Tahun 2006-2008, untuk mengetahui aspek permodalan, kualitas 
aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditasnya. 
2. Metode Kuisioner atau Angket Kuisioner atau Angket 
Kuisioner atau angket yaitu daftar isian atau pertanyaan yang harus dijawab (diisi) oleh para responden berkaitan dengan data yang 
diperlukan dalam penelitian. 
Indikator dalam penilaian manajemen meliputi: 
1) Manajemen Umum 
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2) Manajemen Risiko 
a. Risiko Likuiditas 
b. Risiko Kredit 
c. Risiko Operasional 
d. Hukum 
e. Risiko pemilik/ pengurus  
D. Definisi Operasional Variabel 
Identifikasi variabel input-output yang digunakan dalam pengukuran tingkat efisiensi merupakan langkah pertama dan terpenting (Purwanto, dalam Riyadi, 
2006:56). Sebagai pedoman dapat dikatakan bahwa hubungan antar variabel input dan output harus didasarkan pada exclusivity dan exhaustiveness yang berarti 
bahwa hanya variabel input yang dapat mempengaruhi variabel output dan hanya variabel output yang digunakan dalam pengukuran saja yang dapat 
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dipengaruhi. Tetapi syarat dapat diperlunak dengan mengasumsikan bahwa variabel di luar variabel pengukuran tidak akan merusak hubungan proporsionalitas 
nilai variabel input dan output yang digunakan. 
Variabel pengukuran yang digunakan untuk memperoleh tingkat efisiensi dalam penelitian ini adalah: 
a. Variabel input 
1. Biaya Bunga 
Biaya bunga adalah semua biaya atas dana-dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, bank-bank lain (simpanan berjangka dan pinjaman 
yang diterima) serta dari dana pihak ketiga bukan bank (simpanan berjangka, tabungan, pinjaman yang diterima dan lainnya). 
2. Biaya Operasional 
Biaya operasional yaitu biaya yang dikeluarkan untuk operasional peusahaan, terdiri dari: 
a) premi asuransi 





e) pajak-pajak (tidak termasuk PPh) 
f) pemeliharaan dan perbankan 
g) penyusutan (aktiva tetap dan inventaris serta piutang) 
h) barang dan jasa pihak ketiga 








b. Variabel Output 
1. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
Dana pihak ketiga adalah dana yang dikumpulkan oleh BKK dari masyarakat yang terdiri dari tiga macam produk yaitu: tabungan, deposito, 
dan giro (dalam rupiah). 
Dana pihak ketiga yang diperoleh oleh PD. BKK terdiri dari: 
a. Tabungan  
Tabungan yaitu simpanan pihak ketiga kepada BKK yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai syarat-syarat tertentu yang ditetapkan 
oleh BKK. Misalnya, penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi BKK, atau adanya pembatasan frekuensi penarikan (Mudrajat, 
2003:544). 
b. Simpanan berjangka 
Simpanan berjangka yaitu simpanan dari pihak ketiga kepada BKK yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu 
menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan BKK yang bersangkutan. Jangka waktu simpanan berjangka dapat dipilih sesuai kebutuhan, 
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yaitu: satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan dua puluh empat bulan. Tarif bunga diberikan dengan sangat menarik sesuai 
kebutuhan pasar dan bunga dibayarkan pada setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. 
2. Total pendapatan  
Total pendapatan adalah seluruh pendapatan yang diperoleh BKK dari kegiatan pembiayaan maupun kegiatan operasional lainnya (dalam 
rupiah). 
Pendapatan operasional pada PD. BKK diperoleh dari: 
a) hasil bunga (dari bank-bank lain (giro, tabungan, sertifikat deposito, deposito berjangka dan kredit yang diberikan seta dari pihak ketiga bukan 
bank (pinjaman yang diberikan dan lainnya) 
b) provisi dan komisi  





E. Metode Analisis Data 
1. Analisis Kuantitatif 
Data kuantitatif adalah data yang sifatnya hanya menggolongkan saja, termasuk dalam klasifikasi data yang berskala ukur nominal dan 
ordinal (Dergibson Siagian dkk, 2002:17). 
Analisis kuantitatif yaitu suatu cara untuk menghitung yang digambarkan dengan angka dan jumlah tertentu atau dengan perhitungan angka 
yang diproses. Dalam penelitian ini analisis ditekankan pada: 
1. Variabel Input dan Output Untuk Mengukur Tingkat Efisiensi 
Untuk mengukur tingkat efisiensi digunakan alat analisis DEA (Data Envelopment Analysis) dengan bantuan software WDEA (Warwick 
DEA). Setelah variabel input dan variabel output diolah dengan metode DEA, maka akan diperoleh nilai efisiensi pada masing-masing PD.BKK 
dengan kisaran niali 0-100% dan jika pada PD.BKK menghasilkan nilai 100% maka PD.BKK tersebut efisien. Namun, jika diperoleh nilai kurang 
dari 100% maka PD.BKK tersebut mengalami inefisiensi serta dapat diketahui PD.BKK tersebut mengalami inefisiensi pada variabel apa serta 
solusi untuk mencapai kondisi efisien. 
2. Tujuh Rasio Dari Empat Komponen CAMEL (Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan. 
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1) Permodalan (Capital) 









Formulasi rasio dalam nilai kredit: 





2) Kualitas Aset (Assets Quality) 
a. Perbandingan Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Total Aktiva Produktif 




Formulasi rasio dalam nilai kredit: 







b. Perbandingan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang 
Wajib Dibentuk (PPAPWD) 




Formulasi rasio dalam nilai kredit: 
Nilai Kredit (murni) = n Rasio x 1 
3) Rentabilitas (Earnings) 
a. Rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Total Aktiva (ROA) 










b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 










4) Likuiditas (Liquidity) 
a. Perbandingan antara Alat Likuid terhadap Hutang Lancar (Cash Ratio) 










b. Perbandingan antara Kredit yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima oleh Bank (Loan to Deposi Ratio/LDR) 






Nilai kredit = (115 – rasio LDR) X 4 
Tabel III.2 




Permodalan Rasio modal terhadap aktiva tertimbang 
menurut resiko (ATMR) 
30% 
Kualitas Asset Produktif · Rasio aktiva produktif yang 
diklasifikasikan terhadap jumlah 
aktiva produktif 
· Rasio cadangan penghapusan 





Manajemen · Manajemen umum 
· Manajemen resiko 
10% 
10% 
Rentabilitas · Rasio laba terhadap total aktiva 




Likuiditas · Rasio alat likuid terhadap hutang 
lancar 
· Rasio kredit yang diberikan 




(SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97) 
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2. Analisis Kualitatif 
Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam 
bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis. Penilaian manajemen merupakan inti dari pengukuran masyarakat 
apakah sebuah bank telah berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat (sound banking business) atau dikelola secara tidak sehat. Selain itu dengan 
penilaian manajemen maka ketrampilan manajerial dan profesionalisme perbankan dari pimpinan atau manajer BKK yang bersangkutan dapat 
diukur. 
Penilaian manajemen didasarkan pada hasil penilaian jawaban pertanyaan dari komponen manajemen yang secara keseluruhan berjumlah 
25. Skor diperoleh dengan mengalikan masing-masing indikator dengan bobot. Penilaian didasarkan pada dua aspek, yaitu: 
1) Manajemen umum (10 indikator) terdiri dari penilaian: 
a. Strategi/ sasaran  1 indikator 
b. Struktur   2 indikator 
c. Sistem    4 indikator 
d. Kepemimpinan  3 indikator 
2) Manajemen risiko (15 indikator) terdiri dari penilaian: 
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a. Risiko likuiditas   2 indikator 
b. Risiko kredit    3 indikator 
c. Risiko operasional   3 indikator 
d. Hukum    3 indikator 
e. Risiko pemilik/pengurus 4 indikator 
Tata cara penilaian manajemen yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan/pernyataan (sesuai aspek yang dinilai). Skala penilaian untuk 
setiap indikator antara 0 sampai 4 adalah sebagai berikut: 
Nilai 0 mencerminkan kondisi lemah. 
Nilai 1,2,3 mencerminkan kondisi antara.  
Nilai 4 mencerminkan kondisi baik. 









MANAJEMEN a. Manajemen umum (10 indikator) 10% 
b. Manajemen resiko (15 indikator) 10% 
JUMLAH 20% 










ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
A. ANALISIS EFISIENSI BKK DENGAN MENGGUNAKAN DEA 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi enam (6) BKK di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2006-2008. Keenam BKK ini akan diukur tingkat 
efisiensinya dengan analisis DEA yang akan menggambarkan kinerja efisiensi bank secara teknis. Efisiensi teknis (technical efficiency) adalah kemampuan 
suatu bank untuk memproduksi sejumlah output dengan meminimlkan input yang dimiliki. Efisiensi teknis ini diperoleh dengan cara membandingkan antara 
output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Input yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya bunga, biaya operasional, dan kredit sementara 
output yang digunakan adalah dana pihak ketiga dan total pendapatan. 
Nilai efisiensi relatif yang ditunjukkan oleh rasio perbandingan antara output dengan input berkisar antara 0 sampai 1 dan tidak boleh negatif 
( )1/0 ££ inputoutput . Suatu bank dikatakan semakin efisien jika nilai efisiensi semakin mendekati nilai 1 dan semakin tidak efisien (inefisien) jika 
mendekati 0 dan mencapai efisiensi sempurna jika nilai efisiensi sama dengan 1 (100%). 
Dari hasil analisis dan pengolahan data input dan output dengan bantuan software DEA maka diperoleh tingkat efisiensi dan rangking enam (6) BKK di 




Rangking Efisiensi BKK DI Kabupaten Karanganyar 
NO KODE BKK SCORE EFISIENSI 
2006 2007 2008 
1 BKK1 95,62% 100,00% 99,97% 
2 BKK2 100,00% 100,00% 100,00% 
3 BKK3 100,00% 99,69% 100,00% 
4 BKK4 100,00% 99,82% 99,68% 
5 BKK5 100,00% 99,69% 100,00% 
6 BKK6 100,00% 100,00% 99,40% 
(sumber hasil olah data dengan DEA) 
Dari tabel dapat dilihat pada tahun 2006 terdapat lima (5) BKK (83,33%) yang sudah mencapai tingkat efisiensi 100% sementara pada tahun 2007 dan 
2008 terdapat tiga (3) BKK (50%) yang sudah mencapai tingkat efisiensi 100%, dan pada tahun 2006 sebanyak satu (1) BKK (16,67%) belum efisien 
(inefisien) sementara pada tahun 2007 dan 2008 sebanyak tiga (3) BKK (50%) belum efisien (inefisien). Dengan demikian dapat disimpulkan BKK yang 
efisien telah memanfaatkan input yang dimilikinya secara optimal untuk menghasilkan output yang optimal. Sedangkan BKK yang belum efisien berarti 
belum memanfaatkan input yang dimilikinya secara optimal dengan kata lain masih terdapat pemborosan yang dilakukan oleh pengelola BKK dalam 
menggunakan input yang dimilikinya untuk menghasilkan output. 




Efisiensi BKK Dengan Benchmarknya Tahun 2006 
NO KODE BKK SCORE 
EFISIENSI 
BOBOT OPTIMAL DENGAN 
BENCHMARKNYA 








2 BKK2 100,00% BKK2 
(1,000) 
   
3 BKK3 100,00% BKK3 
(1,000) 
   
4 BKK4 100,00% BKK4 
(1,000) 
   
5 BKK5 100,00% BKK5 
(1,000) 
   
6 BKK6 100,00% BKK6 
(1,000) 
   
(sumber hasil olah data dengan DEA) 
Tabel IV.3 
Efisiensi BKK Dengan Benchmarknya Tahun 2007 
NO KODE BKK SCORE 
EFISIENSI 




1 BKK1 100,00% BKK1 
(1,000) 
  
2 BKK2 100,00% BKK2 
(1,000) 
  















6 BKK6 100,00% BKK6 
(1,000) 
  
(sumber hasil olah data dengan DEA) 
Tabel IV.4 
Efisiensi BKK Dengan Benchmarknya Tahun 2008 
NO KODE BKK SCORE 
EFISIENSI 
BOBOT OPTIMAL DENGAN 
BENCHMARKNYA 









3 BKK3 100,00% BKK3 
(1,000) 
  






5 BKK5 100,00% BKK5 
(1,000) 
  





(sumber hasil olah data dengan DEA) 
 
Keterangan: 
BKK1 : BKK Karanganyar 
BKK2 : BKK Kebakkramat 
BKK3 : BKK Mojogedang  
BKK4 : BKK Kerjo 
BKK5 : BKK Gondangrejo 
BKK6 : BKK Jatipuro 
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B. EVALUASI PADA BKK YANG BELUM EFISIEN DAN KEBIJAKAN YANG DIAMBIL 
Dari enam (6) BKK di Kabupaten Karanganyar yang diteliti pada tahun 2006 terdapat satu (1) yang belum efisien, tahun 2007 terdapat tiga (3) yang belum 
efisien, dan pada tahun 2008 terdapat tiga (3) yang belum efisien. Karena itu perlu dilakukan evaluasi penyebab ketidakefisiensinya dan kebijakan yang perlu 
diambil agar BKK menjadi efisien. Dari hasil pengolahan metode DEA di bawah ini dapat dilihat target-target yang seharusnya dicapai BKK dan jumlah 
sumber daya yang efisien untuk mencapai target. Target terdiri dari lima (5) item yaitu: 
1. Variabel; merupakan nama-nama variabel input dan output yang digunakan dalam analisis dan sebagai item yang akan dievaluasi tingkat efisiensinya. 
2. Actual; merupakan nilai dari variabel input dan output yang terjadi secara riil dalam operasional BKK. 
3. Target; merupakan nilai yang seharusnya dicapai oleh variabel input dan output untuk mencapai tingkat efisiensi maksimal. 
4. To gain; merupakan persentase nilai yang masih bisa dimaksimalkan oleh variabel input untuk mencapai produktivitas maksimal, sedangkan untuk variabel 
output merupakan persentase nilai yang belum bisa dicapai. 
5. Achieved; bagi variabel input dalah persentase nilai yang sudah dimannnfaatkan, sedangkan untuk variabel output achieved merupakan persentase nilai 
output yang sudah dapat dicapai. 




Hasil Perhitungan Target Efisiensi BKK Karanganyar Tahun 2006 
Target untuk BKK1 efisiensi 95,62% 
VARIABEL ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED 
BB 152145000.0 148734475.7 2.2% 97.8% 
BO 212909000.0 208136373.1 2.2% 97.8% 
KR 1394786000.0 1363520092.4 2.2% 97.8% 
DPK 1317463000.0 1346995613.9 2.2% 97.8% 
TP 394339000.0 403178611.8 2.2% 97.8% 
(sumber: hasil olahan data dengan DEA) 
1. Biaya Bunga (BB) 
Hasil perhitungan DEA menunjukkan bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp 152.145.000 terlalu besar, padahal seharusnya 
kemampuan BKK1 membayarkan bunga hanya Rp 148.734.475,7, BKK1 harus menanggung besarnya biaya bunga, yang dapat dilakukan oleh BKK1 
adalah dengan menambah pendapatan dari pendapatan operasional lainnya. 
2. Biaya Operasional (BO) 
Sumber inefisiensi yang kedua terjadi pada input biaya operasional (BO).  Biaya operasional yang dikeluarkan oleh BKK1 sebesar Rp 212.909.000 
terlalu besar, kemampuan BKK1 membayar biaya operasional sebesar Rp 208.136.373,1. yang dapat dilakukan oleh BKK1 adalah dengan menambah 
pendapatan dari pendapatan operasionalnya. 
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3. Kredit (KR) 
Sumber inefisiensi yang ketiga terjadi pada input kredit. Kredit yang dikeluarkan oleh BKK1 melebihi target yang seharusnya dikeluarkan, yang 
terjadi BKK1 mengeluarkan kredit sebesar Rp 1.394.786.000, seharusnya berdasarkan perhitungan DEA kredit yang dikeluarkan BKK1 Rp 
1.363.520.092,4. 
4. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
DPK yang bisa dihimpun oleh BKK1 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian sebesar 97,8% atau sebesar Rp 1.317.463.000. 
BKK1 dapat meningkatkan DPK sesuai dengan target yaitu Rp 1.346.995.613,9. 
5. Total Pendapatan (TP) 
Pendapatan yang bisa didapatkan oleh BKK1 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pendapatan yang hanya sebesar Rp 
394.339.000. Menurut perhitungan DEA pendapatan masih dapat ditingkatkan menjadi Rp 403.178611,8. Berdasar data di atas maka yang harus dilakukan 
oleh BKK1 adalah BKK1 harus lebih meningkatkan produktivitasnya untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan. 
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 Alternatif lain yang dapat digunakan oleh BKK1 agar mencapai efisiensi 100% adalah dengan mengacu pada benchmarknya. Berdasarkan olahan DEA 
BKK1 memiliki benchmark BKK2, BKK3, BKK4, dan BKK5. Dari acuan tersebut maka BKK1 harus menggunakan input dan output BKK2 sebesar 0,110 
ditambah input dan output BKK3 sebesar 0,309 ditambah input dan output BKK4 sebesar 0,292 ditambahn input dan output BKK5 sebesar 0,014. 
Variabel  BKK2    BKK3     
BB  0,110 (195728000) + 0,309 (172486000) + 
BO  0,110 (385994000) + 0,309 (256256000) + 
KR  0,110 (2442229000) + 0,309 (1301560000) + 
DPK  0,110 (2986823000) + 0,309 (1293841000) + 
TP   0,110 (643915000) + 0,309 (491493000) + 
BKK4    BKK5 
0,292 (245394000) + 0,014 (162011000) = 148751456 
0,292 (281897000) + 0,014 (305582000)  = 208234516 
0,292 (2280666000) + 0,014 (1959428000)  = 1364213694 
0,292 (2034964000) + 0,014 (1807127000)  = 1347856665 
0,292 (592978000) + 0,014 (532247000)  = 403303021 
Dari perhitungan di atas maka BKK1 bisa mencapai efisiensi maksimal jika: 
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1. Menggunakan input biaya bunga sebesar Rp 148.751.456 
2. Menggunakan input biaya operasional sebesar Rp 208.234.516 
3. Menggunakan input kredit sebesar Rp 1.364.213.694 
4. Mampu mendapatkan DPK sebesar Rp 1.347.856.665 
5. Mampu menghasilkan pendapatan total sebesar Rp 403.303.021 
Tabel IV.6 
Hasil Perhitungan Target Efisiensi BKK Mojogedang Tahun 2007 
Target untuk BKK3 efisiensi 99,69% 
VARIABEL ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED 
BB 191369000.0 191069491.4 0.2% 99.8% 
BO 425171000.0 424505571.5 0.2% 99.8% 
KR 2607131000.0 2281409359.3 12.5% 87.5% 
DPK 2354780000.0 2662899616.4 13.1% 88.4% 
TP 616540000.0 617504937.1 0.2% 99.8% 
 (sumber: hasil olahan data dengan DEA) 
1. Biaya Bunga (BB) 
Hasil perhitungan DEA menunjukkan bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp 191.369.000 terlalu besar, padahal seharusnya 
kemampuan BKK3 membayarkan bunga hanya Rp 191.069.491,4, BKK3 harus menanggung besarnya biaya bunga, yang dapat dilakukan oleh BKK3 
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adalah dengan menambah pendapatan dari pendapatan operasional lainnya. BKK3 mengalami inefisiensi setelah tahun 2006 mengalami efisiensi 100% 
karena biaya bunga yang dikeluarkan terlalu besar, biaya bunga yang dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp 172.486.000. 
2. Biaya Operasional (BO) 
Sumber inefisiensi yang kedua terjadi pada input biaya operasional (BO).  Biaya operasional yang dikeluarkan oleh BKK3 sebesar Rp 425.171.000 
terlalu besar, kemampuan BKK3 membayar biaya operasional sebesar Rp 424.505.571,5, yang dapat dilakukan oleh BKK3 adalah dengan menambah 
pendapatan dari pendapatan operasionalnya. BKK3 mengalami inefisiensi setelah tahun 2006 mengalami efisiensi 100% karena biaya operasional yang 
dikeluarkan terlalu besar, biaya operasional yang dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp 256.256.000. 
3. Kredit (KR) 
Sumber inefisiensi yang ketiga terjadi pada input kredit. Kredit yang dikeluarkan oleh BKK3 melebihi target yang seharusnya dikeluarkan, yang 
terjadi BKK3 mengeluarkan kredit sebesar Rp 2.607.131.000, seharusnya berdasarkan perhitungan DEA kredit yang dikeluarkan BKK3 Rp 
2.281.409.359,3. BKK3 mengalami inefisiensi setelah tahun 2006 mengalami efisiensi 100% karena kredit yang dikeluarkan terlalu besar, kredit yang 
dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp 1.301.560.000. 
4. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
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DPK yang bisa dihimpun oleh BKK3 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian sebesar 88,4% atau sebesar Rp 2.354.780.000. 
BKK3 dapat meningkatkan DPK sesuai dengan target yaitu Rp 2.662.899.616,4. 
5. Total Pendapatan (TP) 
Pendapatan yang bisa didapatkan oleh BKK3 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pendapatan yang hanya sebesar Rp 
616.540.000. Menurut perhitungan DEA pendapatan masih dapat ditingkatkan menjadi Rp 617.504.937,1. Berdasar data di atas maka yang harus dilakukan 
oleh BKK3 adalah BKK3 harus lebih meningkatkan produktivitasnya untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan. 
 Alternatif lain yang dapat digunakan oleh BKK3 agar mencapai efisiensi 100% adalah dengan mengacu pada benchmarknya. Berdasarkan olahan DEA 
BKK3 memiliki benchmark BKK1 dan BKK2. Dari acuan tersebut maka BKK3 harus menggunakan input dan output BKK1 sebesar 0,459 ditambah input 
dan output BKK2 sebesar 0,347. 
 
Variabel BKK1    BKK2      
BB 0,459 (202500000) + 0,347 (282975000) = 191139825 
BO 0,459 (390881000) + 0,347 (706777000) = 424665998 
KR 0,459 (2120224000) + 0,347 (3772586000) = 2282270158 
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DPK 0,459 (2676720000) + 0,347 (4136241000) = 2663890107 
TP  0,459 (593536000) + 0,347 (995111000) = 617736541 
Dari perhitungan di atas maka BKK3 bisa mencapai efisiensi maksimal jika: 
1. Menggunakan input biaya bunga sebesar Rp 191.139.825 
2. Menggunakan input biaya operasional sebesar Rp 424.665.998 
3. Menggunakan input kredit sebesar Rp 2.282.270.158 
4. Mampu mendapatkan DPK sebesar Rp 2.663.890107 
5. Mampu menghasilkan pendapatan total sebesar Rp 617.736.541 
Tabel IV.7 
Hasil Perhitungan Target Efisiensi BKK Kerjo Tahun 2007 
Target untuk BKK4 efisiensi 99,82% 
VARIABEL ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED 
BB 251359000.0 251131210.5 0.1% 99.9% 
BO 523048000.0 522573997.3 0.1% 99.9% 
KR 3085706000.0 2820156347.7 8.6% 91.4% 
DPK 2577034000.0 3412774805.1 32.4% 75.5% 
TP 774407000.0 775108792.1 0.1% 99.9% 






1. Biaya Bunga (BB) 
Hasil perhitungan DEA menunjukkan bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp 251.359.000 terlalu besar, padahal seharusnya 
kemampuan BKK4 membayarkan bunga hanya Rp 251.131.210,5, BKK4 harus menanggung besarnya biaya bunga, yang dapat dilakukan oleh BKK4 
adalah dengan menambah pendapatan dari pendapatan operasional lainnya. BKK4 mengalami inefisiensi setelah tahun 2006 mengalami efisiensi 100% 
karena biaya bunga yang dikeluarkan terlalu besar, biaya bunga yang dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp 245.394.000. 
2. Biaya Operasional (BO) 
Sumber inefisiensi yang kedua terjadi pada input biaya operasional (BO). Biaya operasional yang dikeluarkan oleh BKK4 sebesar Rp 523.048.000 
terlalu besar, kemampuan BKK4 membayar biaya operasional sebesar Rp 522.573.997,3, yang dapat dilakukan oleh BKK4 adalah dengan menambah 
pendapatan dari pendapatan operasionalnya. BKK4 mengalami inefisiensi setelah tahun 2006 mengalami efisiensi 100% karena biaya operasional yang 





3. Kredit (KR) 
Sumber inefisiensi yang ketiga terjadi pada input kredit. Kredit yang dikeluarkan oleh BKK4 melebihi target yang seharusnya dikeluarkan, yang 
terjadi BKK4 mengeluarkan kredit sebesar Rp 3.085.706.000, seharusnya berdasarkan perhitungan DEA kredit yang dikeluarkan BKK4 Rp 
2.820.156.347,7. BKK4 mengalami inefisiensi setelah tahun 2006 mengalami efisiensi 100% karena kredit yang dikeluarkan terlalu besar, kredit yang 
dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp 2.280.666.000. 
4. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
DPK yang bisa dihimpun oleh BKK4 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian sebesar 75,5% atau sebesar Rp 2.577.034.000. 
BKK4 dapat meningkatkan DPK sesuai dengan target yaitu Rp 3.412.774.805,1. 
5. Total Pendapatan (TP) 
Pendapatan yang bisa didapatkan oleh BKK4 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pendapatan yang hanya sebesar Rp 
774.407.000. Menurut perhitungan DEA pendapatan masih dapat ditingkatkan menjadi Rp 775.108.792,1. Berdasar data di atas maka yang harus dilakukan 
oleh BKK4 adalah BKK4 harus lebih meningkatkan produktivitasnya untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan. 
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 Alternatif lain yang dapat digunakan oleh BKK4 agar mencapai efisiensi 100% adalah dengan mengacu pada benchmarknya. Berdasarkan olahan DEA 
BKK4 memiliki benchmark BKK1 dan BKK2. Dari acuan tersebut maka BKK4 harus menggunakan input dan output BKK1 sebesar 0,911 ditambah input 
dan output BKK2 sebesar 0,236. 
Variabel BKK1    BKK2 
BB 0,911 (202500000) + 0,236 (282975000) = 251259600 
BO 0,911 (390881000) + 0,236 (706777000) = 522891963 
KR 0,911 (2120224000) + 0,236 (3772586000) = 2821854360 
DPK 0,911 (2676720000) + 0,236 (4136241000) = 3414644796 
TP  0,911 (593536000) + 0,236 (995111000) = 775557492 
Dari perhitungan di atas maka BKK4 bisa mencapai efisiensi maksimal jika: 
1. Menggunakan input biaya bunga sebesar Rp 251.259.600 
2. Menggunakan input biaya operasional sebesar Rp 522.891.963 
3. Menggunakan input kredit sebesar Rp 2.821.854.360 
4. Mampu mendapatkan DPK sebesar Rp 3.414.644.796 




Hasil Perhitungan Target Efisiensi BKK Gondangrejo Tahun 2007 
Target untuk BKK5 efisiensi 99,69% 
VARIABEL ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED 
BB 270291000.0 269869464.0 0.2% 99.8% 
BO 600181000.0 599244979.5 0.2% 99.8% 
KR 3246510000.0 3220617061.3 0.8% 99.2% 
DPK 3160302000.0 3760298785.1 19.0% 84.0% 
TP 870472000.0 871829556.5 0.2% 99.8% 
 (sumber: hasil olahan data dengan DEA) 
1. Biaya Bunga (BB) 
Hasil perhitungan DEA menunjukkan bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp 270.291.000 terlalu besar, padahal seharusnya 
kemampuan BKK5 membayarkan bunga hanya Rp 269.869.464, BKK5 harus menanggung besarnya biaya bunga, yang dapat dilakukan oleh BKK5 adalah 
dengan menambah pendapatan dari pendapatan operasional lainnya. BKK5 mengalami inefisiensi setelah tahun 2006 mengalami efisiensi 100% karena 
biaya bunga yang dikeluarkan terlalu besar, biaya bunga yang dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp 162.011.000. 
2. Biaya Operasional (BO) 
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Sumber inefisiensi yang kedua terjadi pada input biaya operasional (BO).  Biaya operasional yang dikeluarkan oleh BKK5 sebesar Rp 600.181.000 
terlalu besar, kemampuan BKK5 membayar biaya operasional sebesar Rp 599.244.979,5, yang dapat dilakukan oleh BKK5 adalah dengan menambah 
pendapatan dari pendapatan operasionalnya. BKK5 mengalami inefisiensi setelah tahun 2006 mengalami efisiensi 100% karena biaya operasional yang 
dikeluarkan terlalu besar, biaya operasional yang dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp 305.582.000. 
3. Kredit (KR) 
Sumber inefisiensi yang ketiga terjadi pada input kredit. Kredit yang dikeluarkan oleh BKK5 melebihi target yang seharusnya dikeluarkan, yang 
terjadi BKK5 mengeluarkan kredit sebesar Rp 3.246.510.000, seharusnya berdasarkan perhitungan DEA kredit yang dikeluarkan BKK5 Rp 
3.220.617.061,3. BKK5 mengalami inefisiensi setelah tahun 2006 mengalami efisiensi 100% karena kredit yang dikeluarkan terlalu besar, kredit yang 
dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp 1.959.428.000. 
4. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
DPK yang bisa dihimpun oleh BKK5 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian sebesar 84,0% atau sebesar Rp 3.160.302.000. 
BKK5 dapat meningkatkan DPK sesuai dengan target yaitu Rp 3.760.298.785,1. 
5. Total Pendapatan (TP) 
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Pendapatan yang bisa didapatkan oleh BKK5 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pendapatan yang hanya sebesar Rp 
870.472.000. Menurut perhitungan DEA pendapatan masih dapat ditingkatkan menjadi Rp 871.829.556,5. Berdasar data di atas maka yang harus dilakukan 
oleh BKK5 adalah BKK5 harus lebih meningkatkan produktivitasnya untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan. 
 Alternatif lain yang dapat digunakan oleh BKK5 agar mencapai efisiensi 100% adalah dengan mengacu pada benchmarknya. Berdasarkan olahan DEA 
BKK5 memiliki benchmark BKK1 dan BKK2. Dari acuan tersebut maka BKK5 harus menggunakan input dan output BKK1 sebesar 0,651 ditambah input 
dan output BKK2 sebesar 0,488. 
Variabel BKK1    BKK2 
BB 0,651 (202500000) + 0,488 (282975000) = 269919300 
BO 0,651 (390881000) + 0,488 (706777000) = 599370707 
KR 0,651 (2120224000) + 0,488 (3772586000) = 3221287792 
DPK 0,651 (2676720000) + 0,488 (4136241000) = 3761030328 
TP  0,651 (593536000) + 0,488 (995111000) = 872006104 
Dari perhitungan di atas maka BKK5 bisa mencapai efisiensi maksimal jika: 
1. Menggunakan input biaya bunga sebesar Rp 269.919.300 
2. Menggunakan input biaya operasional sebesar Rp 599.370.707 
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3. Menggunakan input kredit sebesar Rp 3.221.287.792 
4. Mampu mendapatkan DPK sebesar Rp 3.761.030.328 
5. Mampu menghasilkan pendapatan total sebesar Rp 872. 
Tabel IV.9 
Hasil Perhitungan Target Efisiensi BKK Karanganyar Tahun 2008 
Target untuk BKK1 efisiensi 99,97% 
VARIABEL ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED 
BB 336566000.0 336521974.5 0.0% 100.0% 
BO 586698000.0 586621255.3 0.0% 100.0% 
KR 3439428000.0 3291529144.1 4.3% 95.7% 
DPK 3964356000.0 4362574145.8 10.0% 90.9% 
TP 923390000.0 923510786.6 0.0% 100.0% 
 (sumber: hasil olahan data dengan DEA) 
1. Biaya Bunga (BB) 
Hasil perhitungan DEA menunjukkan bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp 336.566.000 terlalu besar, padahal seharusnya 
kemampuan BKK1 membayarkan bunga hanya Rp 336.521.974,5, BKK1 harus menanggung besarnya biaya bunga, yang dapat dilakukan oleh BKK1 
adalah dengan menambah pendapatan dari pendapatan operasional lainnya. BKK1 mengalami inefisiensi setelah tahun 2007 mengalami efisiensi 100% 
karena biaya bunga yang dikeluarkan terlalu besar, biaya bunga yang dikeluarkan pada tahun 2007 sebesar Rp 202.500.000. 
97 
 
2. Biaya Operasional (BO) 
Sumber inefisiensi yang kedua terjadi pada input biaya operasional (BO).  Biaya operasional yang dikeluarkan oleh BKK1 sebesar Rp 586.698.000 
terlalu besar, kemampuan BKK1 membayar biaya operasional sebesar Rp 586.621.255,3, yang dapat dilakukan oleh BKK1 adalah dengan menambah 
pendapatan dari pendapatan operasionalnya. BKK5 mengalami inefisiensi setelah tahun 2007 mengalami efisiensi 100% karena biaya operasional yang 
dikeluarkan terlalu besar, biaya operasional yang dikeluarkan pada tahun 20067 sebesar Rp 390.881.000. 
3. Kredit (KR) 
Sumber inefisiensi yang ketiga terjadi pada input kredit. Kredit yang dikeluarkan oleh BKK1 melebihi target yang seharusnya dikeluarkan, yang 
terjadi BKK1 mengeluarkan kredit sebesar Rp 3.439.428.000, seharusnya berdasarkan perhitungan DEA kredit yang dikeluarkan BKK1 Rp 
3.291.529.144,1. BKK1 mengalami inefisiensi setelah tahun 2007 mengalami efisiensi 100% karena kredit yang dikeluarkan terlalu besar, kredit yang 
dikeluarkan pada tahun 2007 sebesar Rp 2.120.224.000. 
4. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
DPK yang bisa dihimpun oleh BKK1 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian sebesar 90,9% atau sebesar Rp 3.964.356.000. 
BKK1 dapat meningkatkan DPK sesuai dengan target yaitu Rp 4.362.574.145,8. 
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5. Total Pendapatan (TP) 
Pendapatan yang bisa didapatkan oleh BKK1 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pendapatan yang hanya sebesar Rp 
923.390.000. Menurut perhitungan DEA pendapatan masih dapat ditingkatkan menjadi Rp 923.510.786,6. Berdasar data di atas maka yang harus dilakukan 
oleh BKK1 adalah BKK1 harus lebih meningkatkan produktivitasnya untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan. 
 Alternatif lain yang dapat digunakan oleh BKK1 agar mencapai efisiensi 100% adalah dengan mengacu pada benchmarknya. Berdasarkan olahan DEA 
BKK1 memiliki benchmark BKK3 dan BKK5. Dari acuan tersebut maka BKK5 harus menggunakan input dan output BKK3 sebesar 0,005 ditambah input 
dan output BKK5 sebesar 0,724. 
Variabel  BKK3   BKK5 
BB 0,005 (297308000) + 0,724 (462517000) = 336348848 
BO 0,005 (673797000) + 0,724 (805219000) = 586347541 
KR 0,005 (3510731000) + 0,724 (4519877000) = 3289944603 
DPK 0,005 (3613773000) + 0,724 (5997538000) = 4360286377 
TP  0,005 (978516000) + 0,724 (1268194000) = 923065036 
Dari perhitungan di atas maka BKK1 bisa mencapai efisiensi maksimal jika: 
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1. Menggunakan input biaya bunga sebesar Rp 336.348.848 
2. Menggunakan input biaya operasional sebesar Rp 586.347.541 
3. Menggunakan input kredit sebesar Rp 3.289.944.603 
4. Mampu mendapatkan DPK sebesar Rp 4.360.286.377 
5. Mampu menghasilkan pendapatan total sebesar Rp 923.065.036 
Tabel IV.10 
Hasil Perhitungan Target Efisiensi BKK Kerjo Tahun 2008 
Target untuk BKK4 efisiensi 99,68% 
VARIABEL ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED 
BB 338953000.0 338409891.1 0.2% 99.8% 
BO 680557000.0 679466536.1 0.2% 99.8% 
KR 4471231000.0 3667133714.1 18.0% 82.0% 
DPK 4491153000.0 4498349223.0 0.2% 99.8% 
TP 1019510000.0 1021143572.0 0.2% 99.8% 
 (sumber: hasil olahan data dengan DEA) 
1. Biaya Bunga (BB) 
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Hasil perhitungan DEA menunjukkan bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp 338.953.000 terlalu besar, padahal seharusnya 
kemampuan BKK4 membayarkan bunga hanya Rp 338.409.891,9, BKK4 harus menanggung besarnya biaya bunga, yang dapat dilakukan oleh BKK4 
adalah dengan menambah pendapatan dari pendapatan operasional lainnya. 
2. Biaya Operasional (BO) 
Sumber inefisiensi yang kedua terjadi pada input biaya operasional (BO).  Biaya operasional yang dikeluarkan oleh BKK4 sebesar Rp 680.557.000 
terlalu besar, kemampuan BKK4 membayar biaya operasional sebesar Rp 679.466.536,1, yang dapat dilakukan oleh BKK4 adalah dengan menambah 
pendapatan dari pendapatan operasionalnya. 
3. Kredit (KR) 
Sumber inefisiensi yang ketiga terjadi pada input kredit. Kredit yang dikeluarkan oleh BKK4 melebihi target yang seharusnya dikeluarkan, yang 
terjadi BKK4 mengeluarkan kredit sebesar Rp 4.471.231.000, seharusnya berdasarkan perhitungan DEA kredit yang dikeluarkan BKK4 Rp 
3.667.144.714,1. 
4. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
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DPK yang bisa dihimpun oleh BKK4 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian sebesar 99,8% atau sebesar Rp 4.491.153.000. 
BKK4 dapat meningkatkan DPK sesuai dengan target yaitu Rp 4.498.349.223. 
5. Total Pendapatan (TP) 
Pendapatan yang bisa didapatkan oleh BKK4 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pendapatan yang hanya sebesar Rp 
1.019.510.000. Menurut perhitungan DEA pendapatan masih dapat ditingkatkan menjadi Rp 1.021.143.572. Berdasar data di atas maka yang harus 
dilakukan oleh BKK4 adalah BKK4 harus lebih meningkatkan produktivitasnya untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan. 
 Alternatif lain yang dapat digunakan oleh BKK4 agar mencapai efisiensi 100% adalah dengan mengacu pada benchmarknya. Berdasarkan olahan DEA 
BKK4 memiliki benchmark BKK2, BKK3 dan BKK5. Dari acuan tersebut maka BKK4 harus menggunakan input dan output BKK2 sebesar 0,089 ditambah 
input dan output BKK3 sebesar 0,405 ditambah input dan output BKK5 sebesar 0,400. 
Variabel BKK2    BKK3 
BB 0,089 (371517000) + 0,405 (297308000) + 
BO 0,089 (950999000) + 0,405 (673797000) + 
KR 0,089 (4922805000) + 0,405 (3510731000) + 
DPK 0,089 (7154299000) + 0,405 (3613773000) + 
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TP  0,089 (1323451000) + 0,405 (978516000) + 
BKK5 
0,400 (462517000) = 338481553 
0,400 (805219000) = 679614296 
0,400 (4519877000) = 3667926500 
0,400 (5997538000) = 4499325876 
0,400 (1268194000) = 1021363719 
Dari perhitungan di atas maka BKK4 bisa mencapai efisiensi maksimal jika: 
1. Menggunakan input biaya bunga sebesar Rp 338.481.553 
2. Menggunakan input biaya operasional sebesar Rp 679.614.296 
3. Menggunakan input kredit sebesar Rp 3.667.926.500 
4. Mampu mendapatkan DPK sebesar Rp 4.499.325.876 
5. Mampu menghasilkan pendapatan total sebesar Rp 1.021.363.719 
Tabel IV.11 
Hasil Perhitungan Target Efisiensi BKK Jatipuro Tahun 2008 
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Target untuk BKK6 efisiensi 99,40% 
VARIABEL ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED 
BB 535137000.0 533539158.7 0.3% 99.7% 
BO 1169225000.0 1165733864.1 0.3% 99.7% 
KR 6527006000.0 6131894266.6 6.1% 93.9% 
DPK 5983202000.0 6552313252.3 9.5% 91.3% 
TP 1705501000.0 1710593378.2 0.3% 99.7% 
 (sumber: hasil olahan data dengan DEA) 
1. Biaya Bunga (BB) 
Hasil perhitungan DEA menunjukkan bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp 535.137.000 terlalu besar, padahal seharusnya 
kemampuan BKK6 membayarkan bunga hanya Rp 533.539.158,7, BKK6 harus menanggung besarnya biaya bunga, yang dapat dilakukan oleh BKK6 
adalah dengan menambah pendapatan dari pendapatan operasional lainnya. BKK6 mengalami inefisiensi setelah tahun 2006 dan 2007 mengalami efisiensi 
100% karena biaya bunga yang dikeluarkan terlalu besar, biaya bunga yang dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp 215.099.000 dan pada tahun 2007 
sebesar Rp 304.408.000. 
2. Biaya Operasional (BO) 
Sumber inefisiensi yang kedua terjadi pada input biaya operasional (BO).  Biaya operasional yang dikeluarkan oleh BKK6 sebesar Rp 
1.169.225.000 terlalu besar, kemampuan BKK6 membayar biaya operasional sebesar Rp 1.165.733.864,1, yang dapat dilakukan oleh BKK6 adalah dengan 
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menambah pendapatan dari pendapatan operasionalnya. BKK6 mengalami inefisiensi setelah tahun 2006 dan 2007 mengalami efisiensi 100% karena biaya 
operasional yang dikeluarkan terlalu besar, biaya operasional yang dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp 487.136.000 dan pada tahun 2007 sebesar Rp 
729.581.000. 
3. Kredit (KR) 
Sumber inefisiensi yang ketiga terjadi pada input kredit. Kredit yang dikeluarkan oleh BKK6 melebihi target yang seharusnya dikeluarkan, yang 
terjadi BKK6 mengeluarkan kredit sebesar Rp 6.527.006.000, seharusnya berdasarkan perhitungan DEA kredit yang dikeluarkan BKK6 Rp 
6.552.313.252,3. BKK6 mengalami inefisiensi setelah tahun 2006 dan 2007 mengalami efisiensi 100% karena kredit yang dikeluarkan terlalu besar, kredit 
yang dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp 2.199.621.000 dan pada tahun 2007 sebesar Rp 2.989.942.000. 
4. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
DPK yang bisa dihimpun oleh BKK6 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian sebesar 91,3% atau sebesar Rp 5.983.202.000. 
BKK6 dapat meningkatkan DPK sesuai dengan target yaitu Rp 6.552.313.252,3. 
5. Total Pendapatan (TP) 
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Pendapatan yang bisa didapatkan oleh BKK6 belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pendapatan yang hanya sebesar Rp 
1.705.501.000. Menurut perhitungan DEA pendapatan masih dapat ditingkatkan menjadi Rp 1.710.593.378,2. Berdasar data di atas maka yang harus 
dilakukan oleh BKK6 adalah BKK6 harus lebih meningkatkan produktivitasnya untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan. 
 Alternatif lain yang dapat digunakan oleh BKK6 agar mencapai efisiensi 100% adalah dengan mengacu pada benchmarknya. Berdasarkan olahan DEA 
BKK6 memiliki benchmark BKK3 dan BKK5. Dari acuan tersebut maka BKK6 harus menggunakan input dan output BKK3 sebesar 1,516 ditambah input 
dan output BKK5 sebesar 0,179. 
Variabel  BKK3   BKK5      
BB 1,516 (297308000) + 0,179 (462517000) = 533509471 
BO 1,516 (673797000) + 0,179 (805219000) = 1165610453 
KR 1,516 (3510731000) + 0,179 (4519877000) = 6131326179 
DPK 1,516 (3613773000) + 0,179 (5997538000) = 6552039170 
TP  1,516 (978516000) + 0,179 (1268194000) = 1710436982 
Dari perhitungan di atas maka BKK6 bisa mencapai efisiensi maksimal jika: 
1. Menggunakan input biaya bunga sebesar Rp 533.509.471 
2. Menggunakan input biaya operasional sebesar Rp 1.165.610.453 
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3. Menggunakan input kredit sebesar Rp 6.131.326.179 
4. Mampu mendapatkan DPK sebesar Rp 6.552.039.170 
5. Mampu menghasilkan pendapatan total sebesar Rp 1.710.436.982 
C. ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BKK DENGAN MENGGUNAKAN CAMEL 
Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan menjelaskan bahwa tingkat kesehatan 
bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, 
kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. 
Berdasarkan laporan keuangan PD. BKK di Kabupaten Karanganyar yang terdapat dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi merupakan salah satu yang akan 
digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu penilaian tentang permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. 
Ketentuan-ketentuan atas tingkat kesehatan bank dapat memberikan tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bagaimana manajemen 
bank yang bersangkutan serta untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan baik dan benar berdasarkan peraturan yang berlaku. 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada PD. BKK di Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008 dilihat dari masing-masing komponen Capital, Asset, 




1. Permodalan  
Penilaian permodalan perbankan merupakan kewajiban penyediaan modal minimum 8% dari ATMR yang telah ditetapkan oleh Bank of Internatioanal 
Settlements (BIS). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yaitu pos-pos aktiva yang diberikan bobot resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri. 
Ketentuan rasio antara modal dan ATMR biasa disebut Capital Adequancy Ratio (CAR) atau Rasio Kecukupan Modal yang merupakan analisa solvabilitas 
untuk mendukung kegiatan bank secara efisien dan mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan serta apakah kekayaan bank semakin 












Penilaian Permodalan BKK Karanganyar Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Modal 348.201.647,5 525.319.382,5 691.716.947,5 




ATMR 2.731.047.800 3.606.093.400 4.849.316.200 




Rasio CAR 12,75% 14,57% 14,26% 




Nilai Kredit/NK 128,5 146,7 143,6 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
30 30 30 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
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Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio CAR yang dihasilkan 12,75%. Hal ini berarti bahwa BKK Karanganyar mampu untuk menjamin setiap Rp 1.000,00 kerugian yang 
mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 127,5. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2006 dinilai sehat karena lebih dari 8% 
dan mampu menyediakan dana 12,75% dari ATMR yaitu sebesar Rp 2.731.047.800 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu untuk memenuhi 
kewajibannya. 
2. Tahun 2007 rasio CAR yang dihasilkan 14,57% dan mengalami kenaikan 1,82%. Hal ini berarti bahwa BKK Karanganyar mampu untuk menjamin setiap 
Rp 1.000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 145,7. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2007 dinilai 
sehat karena lebih dari 8% dan mampu menyediakan dana 14,57% dari ATMR yaitu sebesar Rp 3.606.093.400 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu 
untuk memenuhi kewajibannya. 
3. Tahun 2008 rasio CAR yang dihasilkan 14,26% dan mengalami penurunan 0,31%. Hal ini berarti bahwa BKK Karanganyar mampu untuk menjamin setiap 
Rp 1.000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 142,6. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2008 dinilai 
sehat karena lebih dari 8% dan mampu menyediakan dana 14,26% dari ATMR yaitu sebesar Rp 4.849.316.200 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu 
untuk memenuhi kewajibannya. 
Tabel IV.13 




2006 2007 2008 
Modal 524.984.247,5 979.289.977,5 1.014.604.955 




ATMR 2.720.171.800 4.129.678.200 5.781.513.600 




Rasio CAR 19,30% 23,71% 17,55% 




Nilai Kredit/NK 194 238,1 176,5 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
30 30 30 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio CAR yang dihasilkan 19,30%. Hal ini berarti bahwa BKK Kebakkramat mampu untuk menjamin setiap Rp 1.000,00 kerugian yang 
mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 193. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2006 dinilai sehat karena lebih dari 8% dan 
mampu menyediakan dana 19,30% dari ATMR yaitu sebesar Rp 2.720.171.800 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu untuk memenuhi kewajibannya. 
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2. Tahun 2007 rasio CAR yang dihasilkan 23,71% dan mengalami kenaikan 4,41%. Hal ini berarti bahwa BKK Kebakkramat mampu untuk menjamin setiap 
Rp 1.000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 237,1. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2007 dinilai 
sehat karena lebih dari 8% dan mampu menyediakan dana 23,71% dari ATMR yaitu sebesar Rp 4.129.678.200 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu 
untuk memenuhi kewajibannya. 
3. Tahun 2008 rasio CAR yang dihasilkan 17,55% dan mengalami penurunan 6,16%. Hal ini berarti bahwa BKK Kebakkramat mampu untuk menjamin 
setiap Rp 1.000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 175,5. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2008 
dinilai sehat karena lebih dari 8% dan mampu menyediakan dana 17,55% dari ATMR yaitu sebesar Rp 5.781.513.600 sehingga apabila dilikuidasi, akan 
mampu untuk memenuhi kewajibannya. 
Tabel IV.14 
Penilaian Permodalan BKK Mojogedang Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Modal 715.263.845 851.299.557,5 855.658.920 




ATMR 1.522.032.000 3.203.489.800 3.966.860.000 




Rasio CAR 46,99% 26,57% 21,57% 
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Nilai Kredit/NK 470,9 266,7 216,7 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
30 30 30 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio CAR yang dihasilkan 46,99%. Hal ini berarti bahwa BKK Mojogedang mampu untuk menjamin setiap Rp 1.000,00 kerugian yang 
mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 469,9. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2006 dinilai sehat karena lebih dari 8% 
dan mampu menyediakan dana 46,99% dari ATMR yaitu sebesar Rp 1.522.032.000 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu untuk memenuhi 
kewajibannya. 
2. Tahun 2007 rasio CAR yang dihasilkan 26,57% dan mengalami penurunan 20,42%. Hal ini berarti bahwa BKK Mojogedang mampu untuk menjamin 
setiap Rp 1.000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 265,7. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2007 
dinilai sehat karena lebih dari 8% dan mampu menyediakan dana 26,57% dari ATMR yaitu sebesar Rp 3.203.489.800 sehingga apabila dilikuidasi, akan 
mampu untuk memenuhi kewajibannya. 
113 
 
3. Tahun 2008 rasio CAR yang dihasilkan 21,57% dan mengalami penurunan 5%. Hal ini berarti bahwa BKK Mojogedang mampu untuk menjamin setiap Rp 
1.000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 215,7 Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2008 dinilai sehat 
karena lebih dari 8% dan mampu menyediakan dana 21,57% dari ATMR yaitu sebesar Rp 3.966.860.000 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu untuk 
memenuhi kewajibannya. 
Tabel IV.15 
Penilaian Permodalan BKK Kerjo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Modal 535.023.232,5 763.507.347,5 851.564.812,5 




ATMR 2.542.248.600 3.350.127.800 4.864.545.800 




Rasio CAR 21,05% 22,79% 17,51% 




Nilai Kredit/NK 211,5 228,9 176,1 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
30 30 30 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
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(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio CAR yang dihasilkan 21,05%. Hal ini berarti bahwa BKK Kerjo mampu untuk menjamin setiap Rp 1.000,00 kerugian yang mungkin 
akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 210,5. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2006 dinilai sehat karena lebih dari 8% dan mampu 
menyediakan dana 21,05% dari ATMR yaitu sebesar Rp 2.542.248.600 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu untuk memenuhi kewajibannya. 
2. Tahun 2007 rasio CAR yang dihasilkan 22,79% dan mengalami kenaikan 1,74%. Hal ini berarti bahwa BKK Kerjo mampu untuk menjamin setiap Rp 
1.000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 227,9. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2007 dinilai sehat 
karena lebih dari 8% dan mampu menyediakan dana 22,79% dari ATMR yaitu sebesar Rp 3.350.127.800 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu untuk 
memenuhi kewajibannya. 
3. Tahun 2008 rasio CAR yang dihasilkan 17,51% dan mengalami penurunan 5,28%. Hal ini berarti bahwa BKK Kerjo mampu untuk menjamin setiap Rp 
1.000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 175,1. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2008 dinilai sehat 
karena lebih dari 8% dan mampu menyediakan dana 17,51% dari ATMR yaitu sebesar Rp 4.864.545.800 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu untuk 
memenuhi kewajibannya. 
Tabel IV.16 




2006 2007 2008 
Modal 612.173.282,5 899.593.362,5 940.050.440 




ATMR 2.221.146.600 3.565.801.400 5.157.293.200 




Rasio CAR 27,56% 25,23% 18,23% 




Nilai Kredit/NK 276,6 253,3 183,3 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
30 30 30 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio CAR yang dihasilkan 27,56%. Hal ini berarti bahwa BKK Gondangrejo mampu untuk menjamin setiap Rp 1.000,00 kerugian yang 
mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 275,6. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2006 dinilai sehat karena lebih dari 8% 
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dan mampu menyediakan dana 27,56% dari ATMR yaitu sebesar Rp 2.221.146.600 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu untuk memenuhi 
kewajibannya. 
2. Tahun 2007 rasio CAR yang dihasilkan 25,23% dan mengalami penurunan 2,33%. Hal ini berarti bahwa BKK Gondangrejo mampu untuk menjamin setiap 
Rp 1.000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 252,3. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2007 dinilai 
sehat karena lebih dari 8% dan mampu menyediakan dana 25,23% dari ATMR yaitu sebesar Rp 3.565.801.400 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu 
untuk memenuhi kewajibannya. 
3. Tahun 2008 rasio CAR yang dihasilkan 18,23% dan mengalami penurunan 7,00%. Hal ini berarti bahwa BKK Gondangrejo mampu untuk menjamin setiap 
Rp 1.000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 182,3. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2008 dinilai 
sehat karena lebih dari 8% dan mampu menyediakan dana 18,23% dari ATMR yaitu sebesar Rp 5.157.293.200 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu 
untuk memenuhi kewajibannya. 
 
Tabel IV.17 
Penilaian Permodalan BKK Jatipuro Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Modal 786.183.215 1.251.755.988 1.653.143.963 
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ATMR 2.781.696.800 4.028.824.200 7.035.013.000 




Rasio CAR 28,26% 31,07% 23,50% 




Nilai Kredit/NK 283,6 311,7 236 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
30 30 30 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio CAR yang dihasilkan 28,26%. Hal ini berarti bahwa BKK Jatipuro mampu untuk menjamin setiap Rp 1.000,00 kerugian yang mungkin 
akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 282,6. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2006 dinilai sehat karena lebih dari 8% dan mampu 
menyediakan dana 28,26% dari ATMR yaitu sebesar Rp 2.781.696.800 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu untuk memenuhi kewajibannya. 
2. Tahun 2007 rasio CAR yang dihasilkan 31,07% dan mengalami kenaikan 2,81%. Hal ini berarti bahwa BKK Jatipuro mampu untuk menjamin setiap Rp 
1.000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 310,7. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2007 dinilai sehat 
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karena lebih dari 8% dan mampu menyediakan dana 31,07% dari ATMR yaitu sebesar Rp 4.028.824.200 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu untuk 
memenuhi kewajibannya. 
3. Tahun 2008 rasio CAR yang dihasilkan 23,50% dan mengalami penurunan 7,57%. Hal ini berarti bahwa BKK Jatipuro mampu untuk menjamin setiap Rp 
1.000,00 kerugian yang mungkin akan terjadi dari penanaman modal sendiri sebesar Rp 235. Berdasarkan kriteria BI, rasio CAR tahun 2008 dinilai sehat 
karena lebih dari 8% dan mampu menyediakan dana 23,50% dari ATMR yaitu sebesar Rp 7.035.013.000 sehingga apabila dilikuidasi, akan mampu untuk 
memenuhi kewajibannya. 
2. Kualitas Aktiva Produktif  
Dalam penilaian aspek kualitas aktiva produktif rasio yang digunakan untuk mengkuantifikasi aktiva produktif didasarkan pada dua rasio yaitu: 
a. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Total Aktiva Produktif atau rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif) 
Rasio ini digunakan untuk mengetahui prosentase kerugian yang terjadi pada PD. BKK Karanganyar dari sejumlah aktiva tetap yang telah 
ditanamkan baik dalam kredit, surat berharga, penyertaan maupun penanaman dana lainnya dalam usaha untuk meningkatkan keuntungan. 
Tabel IV.18 




2006 2007 2008 
Aktiva Produktif Yang 
Diklasifikasikan 
(APYD) 
113.502.500 119.836.500 44.648.500 




Aktiva Produktif (AP) 1.602.945.000 3.047.466.000 4.500.574.000 




Rasio KAP 7,08% 3,93% 0,99% 




Nilai Kredit/NK 102,8 123,8 143,4 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
25 25 25 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 7,08%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 70,8. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Karanganyar dinilai sehat. 
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2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 3,93%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 39,3. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Karanganyar dinilai sehat. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 0,99%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 

















Perbandingan Komposisi Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan Terhadap Aktiva Produktif BKK Kebakkramat Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Aktiva Produktif Yang 
Diklasifikasikan 
(APYD) 
130.813.250 66.017.000 133.214.500 




Aktiva Produktif (AP) 3.570.058.000 5.005.087.000 8.104.513.000 




Rasio KAP 3,66% 1,32% 1,64% 




Nilai Kredit/NK 125,6 141,2 139,07 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
25 25 25 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 3,66%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 36,6. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Kebakkramat dinilai sehat. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 1,32%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 13,2. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Kebakkramat dinilai sehat. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 1,64%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 16,4. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Kebakkramat dinilai sehat. 
Tabel IV.20 
Perbandingan Komposisi Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan Terhadap Aktiva Produktif BKK Mojogedang Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Aktiva Produktif Yang 
Diklasifikasikan 
(APYD) 
54.686.500 176.603.250 232.360.000 




Aktiva Produktif (AP) 1.709.720.000 3.032.435.000 4.128.186.000 




Rasio KAP 3,20% 5,82% 5,63% 




Nilai Kredit/NK 128,67 111,2 112,47 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
25 25 25 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 3,20%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 32. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Mojogedang dinilai sehat. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 5,82%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 58,2. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Mojogedang dinilai sehat. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 5,63%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 56,3. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Mojogedang dinilai sehat. 
Tabel IV.21 
Perbandingan Komposisi Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan Terhadap Aktiva Produktif BKK Kerjo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
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Aktiva Produktif Yang 
Diklasifikasikan 
(APYD) 
263.653.000 335.869.000 361.831.250 




Aktiva Produktif (AP) 2.617.044.000 3.417.855.000 5.340.825.000 




Rasio KAP 10,08% 9,83% 6,78% 




Nilai Kredit/NK 82,8 84,47 104,8 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
20,7 21,12 25 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 10,08%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 100,8. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Kerjo dinilai sehat. 
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2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 9,83%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 98,3. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Kerjo dinilai sehat. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 6,78%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 67,8. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Kerjo dinilai sehat. 
Tabel IV.22 
Perbandingan Komposisi Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan Terhadap Aktiva Produktif BKK Gondangrejo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Aktiva Produktif Yang 
Diklasifikasikan 
(APYD) 
53.586.250 95.127.500 183.387.000 




Aktiva Produktif (AP) 2.384.646.000 3.863.517.000 6.648.123.000 




Rasio KAP 2,25% 2,46% 2,76% 




Nilai Kredit/NK 135 133,6 131,6 
NK Mak 100 100 100 




Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 2,25%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 22,5. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Gondangrejo dinilai sehat. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 2,46%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 24,6. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Gondangrejo dinilai sehat. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 2,76%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 27,6. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Gondangrejo dinilai sehat. 
Tabel IV.23 
Perbandingan Komposisi Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan Terhadap Aktiva Produktif BKK Jatipuro Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Aktiva Produktif Yang 
Diklasifikasikan 
(APYD) 
158.399.250 257.723.250 499.269.000 
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Aktiva Produktif (AP) 2.788.080.000 4.088.830.000 7.678.256.000 




Rasio KAP 5,68% 6,30% 6,50% 




Nilai Kredit/NK 112,13 108 106,67 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
25 25 25 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 5,68%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 56,8. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Jatipuro dinilai sehat. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 6,30%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 63. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Jatipuro dinilai sehat. 
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3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 6,50%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang ditanamkan pada aktiva produktif terdapat risiko kegagalan 
pengembalian kredit sebesar Rp 65. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PD. BKK Jatipuro dinilai sehat. 
b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk. 
Rasio ini mengukur pemenuhan PPAP yang dibentuk terhadap PPAPWD yang ditetapkan Bank Indonesia sehubungan dengan adanya 
kewajiban untuk membentuk PPAP yang cukup untuk menutup resiko kemungkinan yang timbul dari penanaman aktiva produktifnya. 
Tabel IV.24 
Perbandingan Komposisi PPAP Terhadap PPAPWD BKK Karanganyar Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
PPAP 52.569.000 75.568.000 16.237.000 




PPAPWD 110.410.200 125.349.635 44.201.830 




Rasio PPAP 47,61% 60,29% 36,73% 




Nilai Kredit/NK 47,61 60,29 36,73 
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NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
2,38 3,02 1,84 
Indikator Tidak Sehat Kurang Sehat Tidak Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 47,61%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Karanganyar mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 476,1, jadi masih terdapat kerugian Rp 523,9 dan kerugian tersebut secara 
langsung akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK 
Karanganyar dinilai tidak sehat karena kurang dari 51% dari standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 60,29%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Karanganyar mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 602,9 jadi masih terdapat kerugian Rp 397,1 dan kerugian tersebut secara 
langsung akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK 
Karanganyar dinilai kurang sehat karena diantara 51,00% − 66,00% dari standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 36,73%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Karanganyar mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 367,3 jadi masih terdapat kerugian Rp 632,7 dan kerugian tersebut secara 
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langsung akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK 
Karanganyar dinilai tidak sehat karena kurang dari 51% dari standar penilaian BI. 
Tabel IV.25 
Perbandingan Komposisi PPAP Terhadap PPAPWD  BKK Kebakkramat Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
PPAP 104.337.000 55.757.000 25.345.000 




PPAPWD 117.997.400 51.169.475 85.765.465 




Rasio PPAP 88,42% 108,97% 29,55% 




Nilai Kredit/NK 88,42 108,97 29,55 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
4,42 5 1,48 
Indikator Sehat Sehat Tidak Sehat 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
131 
 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 88,42%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Kebakkramat mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 884,2, jadi masih terdapat kerugian Rp 115,8 dan kerugian tersebut secara 
langsung akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK 
Kebakkramat dinilai sehat karena lebih dari 81% dari standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 108,97%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Kebakkramat mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 1.089,7. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas 
PPAP pada PD. BKK Kebakkramat dinilai sehat karena lebih dari 81% dari standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 29,55%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Kebakkramat mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 295,5 jadi masih terdapat kerugian Rp 704,5 dan kerugian tersebut secara 
langsung akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK 
Kebakkramat dinilai tidak sehat karena kurang dari 51% dari standar penilaian BI. 
Tabel IV.26 
Perbandingan Komposisi PPAP Terhadap PPAPWD BKK Mojogedang Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
PPAP 13.435.000 16.985.000 19.270.000 




PPAPWD 40.140.305 137.581.890 184.316.005 




Rasio PPAP 33,47% 12,35% 10,46% 




Nilai Kredit/NK 33,47 12,35 10,46 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
1,67 0,62 0,52 
Indikator Tidak Sehat Tidak Sehat Tidak Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 33,47%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Mojogedang mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 334,7, jadi masih terdapat kerugian Rp 665,3 dan kerugian tersebut secara 
langsung akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK 
Mojogedang dinilai tidak sehat karena kurang dari 51% dari standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 12,35%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Mojogedang mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 123,5, jadi masih terdapat kerugian Rp 876,5 dan kerugian tersebut secara 
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langsung akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh.  Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK 
Mojogedang dinilai tidak sehat karena kurang dari 51% dari standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 10,46%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Mojogedang mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 104,6 jadi masih terdapat kerugian Rp 895,4 dan kerugian tersebut secara 
langsung akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK 
Mojogedang dinilai tidak sehat karena kurang dari 51% dari standar penilaian BI. 
Tabel IV.27 
Perbandingan Komposisi PPAP Terhadap PPAPWD BKK Kerjo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
PPAP 58.993.000 86.393.000 49.454.000 




PPAPWD 226.159.095 277.517.440 250.743.410 




Rasio PPAP 26,09% 31,13% 19,72% 




Nilai Kredit/NK 26,09 31,13 19,72 
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NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
1,31 1,56 0,99 
Indikator Tidak Sehat Tidak Sehat Tidak Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 26,09%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK Kerjo 
mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 260,9, jadi masih terdapat kerugian Rp 739,1 dan kerugian tersebut secara langsung 
akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK Kerjo dinilai 
tidak sehat karena kurang dari 51% dari standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 31,13%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK Kerjo 
mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 311,3, jadi masih terdapat kerugian Rp 688,7 dan kerugian tersebut secara langsung akan 
mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh.  Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK Kerjo dinilai tidak 
sehat karena kurang dari 51% dari standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 19,72%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK Kerjo 
mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 197,2 jadi masih terdapat kerugian Rp 802,8 dan kerugian tersebut secara langsung akan 
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mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK Kerjo dinilai tidak 
sehat karena kurang dari 51% dari standar penilaian BI. 
Tabel IV.28 
Perbandingan Komposisi PPAP Terhadap PPAPWD BKK Gondangrejo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
PPAP 69.826.000 84.326.000 5.803.000 




PPAPWD 60.154.810 60.491.630 84.465.175 




Rasio PPAP 116,08% 139,40% 6,87% 




Nilai Kredit/NK 116,08 139,40 6,87 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 0,34 
Indikator Sehat Sehat Tidak Sehat 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 116,08%. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK Gondangrejo 
dinilai sehat karena lebih dari 81% dari standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 139,40%. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK Gondangrejo 
dinilai sehat karena lebih dari 81% dari standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 6,87%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Gondangrejo mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 68,7 jadi masih terdapat kerugian Rp 931,3 dan kerugian tersebut secara 
langsung akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK 
Gondangrejo dinilai tidak sehat karena kurang dari 51% dari standar penilaian BI. 
Tabel IV.29 
Perbandingan Komposisi PPAP Terhadap PPAPWD BKK Jatipuro Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
PPAP 81.455.000 103.955.000 149.955.000 




PPAPWD 100.298.070 173.195.565 264.909.300 




Rasio PPAP 81,21% 60,02% 56,61% 
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Nilai Kredit/NK 81,21 60,02 56,61 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
4,06 3 2,83 
Indikator Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 81,21%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Jatipuro mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 812,1 jadi masih terdapat kerugian Rp 187,9 dan kerugian tersebut secara 
langsung akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK 
Jatipuro dinilai sehat karena lebih dari 81% dari standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 60,02%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Jatipuro mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 600,2 jadi masih terdapat kerugian Rp 399,8 dan kerugian tersebut secara 
langsung akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK 
Jatipuro dinilai kurang sehat karena diantara 51,00% − 66,00% dari standar penilaian BI. 
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3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 56,61%. Hal ini berarti bahwa dari setiap Rp 1.000,00 PPAPWD yang ditetapkan oleh BI, maka PD. BKK 
Jatipuro mampu untuk menyediakan dana penghapusan piutang sebesar Rp 566,1 jadi masih terdapat kerugian Rp 433,9 dan kerugian tersebut secara 
langsung akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka kualitas PPAP pada PD. BKK 
Jatipuro dinilai kurang sehat karena diantara 51,00% - 66,00% dari standar penilaian BI. 
3. Manajemen 
Penilaian terhadap faktor manajemen terdiri dari 2 yaitu manajemen umum dan manajemen resiko. Penilaian didasarkan pada jawaban atas daftar 
pertanyaan yang terdiri dari 25 pertanyaan. Penilaian atas jawaban dibutuhkan sebagai berikut: 
1. Kondisi lemah = 0 
2. Kondisi antara = 1,2, dan 3 










2006 2007 2008 
Manajemen Umum 10 16 16 16 
Manajemen Resiko 15 15 12 13 
Jumlah  31 28 29 
Nilai Kredit/NK  65 60 61,67 
NK Mak  100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
 6,5 6,0 6,17 






(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 16% dan manajemen resiko adalah sebesar 15%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Karanganyar berada dalam kondisi tidak sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Karanganyar tidak mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko 
yang timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank tidak dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
2. Tahun 2007 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 16% dan manajemen resiko adalah sebesar 12%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Karanganyar berada dalam kondisi tidak sehat artinya pada tahun yang 
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bersangkutan PD. BKK Karanganyar tidak mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko 
yang timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank tidak dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
3. Tahun 2008 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 16% dan manajemen resiko adalah sebesar 13%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Karanganyar berada dalam kondisi tidak sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Karanganyar tidak mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko 
yang timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank tidak dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
Tabel IV.31 




2006 2007 2008 
Manajemen Umum 10 40 40 40 
Manajemen Resiko 15 60 60 60 
Jumlah  100 100 100 
Nilai Kredit/NK  200 200 200 
NK Mak  100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
 20 20 20 
Indikator  Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Tahun 2006 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 40% dan manajemen resiko adalah sebesar 60%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Kebakkramat berada dalam kondisi sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Kebakkramat mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang 
timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
2. Tahun 2007 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 40% dan manajemen resiko adalah sebesar 60%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Kebakkramat berada dalam kondisi sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Kebakkramat mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang 
timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
3. Tahun 2008dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 40% dan manajemen resiko adalah sebesar 60%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Kebakkramat berada dalam kondisi sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Kebakkramat mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang 
timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
Tabel IV.32 




2006 2007 2008 
Manajemen Umum 10 36 36 36 
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Manajemen Resiko 15 59 59 59 
Jumlah  95 95 95 
Nilai Kredit/NK  188,33 188,33 188,33 
NK Mak  100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
 18,83 18,83 18,83 
Indikator  Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 36% dan manajemen resiko adalah sebesar 59%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Mojogedang berada dalam kondisi sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Mojogedang mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang 
timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
2. Tahun 2007 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 36% dan manajemen resiko adalah sebesar 59%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Mojogedang berada dalam kondisi sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Mojogedang mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang 
timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
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3. Tahun 2008 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 36% dan manajemen resiko adalah sebesar 59%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Mojogedang berada dalam kondisi sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Mojogedang mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang 
timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
Tabel IV.33 




2006 2007 2008 
Manajemen Umum 10 26 30 30 
Manajemen Resiko 15 40 45 46 
Jumlah  66 75 76 
Nilai Kredit/NK  131,67 150 151,67 
NK Mak  100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
 13,17 15 15,17 






(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Tahun 2006 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 26% dan manajemen resiko adalah sebesar 40%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Kerjo berada dalam kondisi kurang sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Kerjo kurang mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang 
timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank tidak dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
2. Tahun 2007 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 30% dan manajemen resiko adalah sebesar 45%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Kerjo berada dalam kondisi cukup sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Kerjo cukup mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang 
timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank tidak dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
3. Tahun 2008 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 30% dan manajemen resiko adalah sebesar 46%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Kerjo berada dalam kondisi cukup sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Kerjo cukup mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang 
timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank tidak dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
Tabel IV.34 




2006 2007 2008 
Manajemen Umum 10 19 18 19 
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Manajemen Resiko 15 23 29 23 
Jumlah  42 47 42 
Nilai Kredit/NK  85,83 93,33 85,83 
NK Mak  100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
 8,58 9,33 8,58 






(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 19% dan manajemen resiko adalah sebesar 23%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Gondangrejo berada dalam kondisi tidak sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Gondangrejo tidak mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko 
yang timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank tidak dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
2. Tahun 2007 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 18% dan manajemen resiko adalah sebesar 29%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Gondangrejo berada dalam kondisi tidak sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Gondangrejo tidak mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko 
yang timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank tidak dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
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3. Tahun 2008 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 19% dan manajemen resiko adalah sebesar 23%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Gondangrejo berada dalam kondisi tidak sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Gondangrejo tidak mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko 
yang timbul pada setiap aktivitasnya sehingga bank tidak dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
Tabel IV.35 
Penilaian Aspek Manajemen  




2006 2007 2008 
Manajemen Umum 10 36 39 39 
Manajemen Resiko 15 51 57 53 
Jumlah  87 96 92 
Nilai Kredit/NK  175 192,5 185,83 
NK Mak  100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
 17,5 19,25 18,58 
Indikator  Sehat Sehat Sehat 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 36% dan manajemen resiko adalah sebesar 51%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Jatipuro berada dalam kondisi sehat artinya pada tahun yang 
147 
 
bersangkutan PD. BKK Jatipuro mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang timbul 
pada setiap aktivitasnya sehingga bank dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
2. Tahun 2007 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 39% dan manajemen resiko adalah sebesar 57%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Jatipuro berada dalam kondisi sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Jatipuro mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang timbul 
pada setiap aktivitasnya sehingga bank dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
3. Tahun 2008 dapat diketahui bahwa nilai manajemen umum adalah sebesar 39% dan manajemen resiko adalah sebesar 53%. Berdasarkan SK DIR BI No. 
30/12/KEP/DIR/97 maka manajemen umum dan manajemen resiko pada PD. BKK Jatipuro berada dalam kondisi sehat artinya pada tahun yang 
bersangkutan PD. BKK Jatipuro mampu untuk mengatur bank baik dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang timbul 
pada setiap aktivitasnya sehingga bank dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya. 
4. Rentabilitas 
Dalam penilaian rentabilitas faktor-faktor yang diperlukan dalam perhitungan adalah total aktiva dan laba itu sendiri. Rentabilitas adalah kemampuan 
bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. 
Adapun penilaian rentabilitas didasarkan pada dua rasio, yaitu: 
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1. Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (ROA) dalam periode yang sama, dengan perhitungan sebagai 
berikut: 
a. Untuk rasio 0 atau negatif diberi nilai kredit. 
b. Untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100. 
2. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama dengan perhitungan sebagai berikut: 
a. Untuk rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0. 
b. Untuk setiap penurunan sebesar 0,08% mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100. 
a. Rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Rata-rata Volume Usaha (ROA) 
Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan PD. BKK Karanganyar  dalam menghasilkan laba sebelum pajak dengan total asset yang 
dimilikinya. 
Tabel IV.36 
Rasio Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Volume Usaha (ROA) BKK Karanganyar Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 





16..995.000 40.613.000 73.229.000 
Rata-rata Total Aset 2.854.413.000 4.333.552.000 5.699.529.000 
Rasio ROA 0,60% 0,94% 1,28% 




Nilai Kredit/NK 40 62,67 85,33 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
2 3,13 4,27 
Indikator Tidak Sehat Kurang Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 0,60%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 6. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Karanganyar berada dalam kondisi 
tidak sehat karena kurang dari 0,765% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 0,94%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 9,4. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Karanganyar berada dalam kondisi 
kurang sehat karena diantara 0,765% − 0,999% standar penilaian BI. 
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3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 1,28%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 12,8. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Karanganyar berada dalam kondisi 
sehat karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
Tabel IV.37 
Rasio Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Volume Usaha (ROA) BKK Kebakkramat Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Laba/Rugi Sebelum 
Pajak 
45.210.000 72.507.000 122.150.000 
Rata-rata Total Aset 3.643.310.000 5.351.318.000 8.438.216.000 
Rasio ROA 1,24% 1,36% 1,45% 




Nilai Kredit/NK 82,67 90,67 96,67 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
4,13 4,53 4,83 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 1,24%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 12,4. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Kebakkramat berada dalam kondisi 
sehat karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 1,36%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 13,6. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Kebakkramat berada dalam kondisi 
sehat karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 1,45%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 14,5. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Kebakkramat berada dalam kondisi 
sehat karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
Tabel IV.38 
Rasio Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Volume Usaha (ROA) BKK Mojogedang Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Laba/Rugi Sebelum 
Pajak 
37.295.000 50.089.000 86.631.000 
Rata-rata Total Aset 2.047.272.000 3.470.824.000 4.742.096.000 
Rasio ROA 1,82% 1,44% 1,83% 






Nilai Kredit/NK 121,33 96 122 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 4,8 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 1,82%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 18,2. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Mojogedang berada dalam kondisi 
sehat karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 1,44%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 14,4. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Mojogedang berada dalam kondisi 
sehat karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 1,83%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 18,3. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Mojogedang berada dalam kondisi 




Rasio Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Volume Usaha (ROA) BKK Kerjo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Laba/Rugi Sebelum 
Pajak 
58.205.000 80.270.000 107.984.000 
Rata-rata Total Aset 2.839.686.000 3.653.117.000 5.620.520.000 
Rasio ROA 2,05% 2,20% 1,92% 




Nilai Kredit/NK 136,67 146,67 128 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 2,05%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 20,5. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Kerjo berada dalam kondisi sehat 
karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
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2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 2,20%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 22. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Kerjo berada dalam kondisi sehat 
karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 1,92%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 19,2. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Kerjo berada dalam kondisi sehat 
karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
Tabel IV.40 
Rasio Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Volume Usaha (ROA) BKK Gondangrejo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Laba/Rugi Sebelum 
Pajak 
64.654.000 86.907.000 119.147.000 
Rata-rata Total Aset 2.547.115.000 4.172.110.000 7.047.565.000 
Rasio ROA 2,54% 2,08% 1,69% 




Nilai Kredit/NK 169,33 138,67 112,67 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
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(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 2,54%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 25,4. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Gondangrejo berada dalam kondisi 
sehat karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 2,08%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 20,8. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Gondangrejo berada dalam kondisi 
sehat karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 1,69%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 16,9. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Gondangrejo berada dalam kondisi 
sehat karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
Tabel IV.41 
Rasio Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Volume Usaha (ROA) BKK Jatipuro Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 




Rata-rata Total Aset 3.105.653.000 4.434.779.000 7.918.163.000 
Rasio ROA 2,34% 2,17% 1,99% 




Nilai Kredit/NK 156 144,67 132,67 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 2,34%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 23,4. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Jatipuro berada dalam kondisi sehat 
karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 2,17%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 21,7. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Jatipuro berada dalam kondisi sehat 
karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
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3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 1,99%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1.000,00 modal yang ditanamkan pada aktiva produktif mampu 
untuk menghasilkan laba sebesar Rp 19,9. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka ROA pada PD. BKK Jatipuro berada dalam kondisi sehat 
karena lebih dari 1,215% standar penilaian BI. 
b. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
Rasio ini menunjukkan prosentase beban operasional terhadap pendapatan operasional . Semakin besar prosentase rasio berarti semakin 
besar beban operasional yang terdapat dalam setiap pendapatan operasional. Hasil perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan 
operasional terlihat pada tabel: 
 
Tabel IV.42 
Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional BKK Karanganyar Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Biaya Operasional 365.054.000 531.396.000 826.567.000 
Pendapatan Operasional 393.213.000 593.381.000 923.264.000 
Rasio BOPO 92,84% 89,55% 89,53% 




Nilai Kredit/NK 89,5 130,63 130,88 
158 
 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
4,48 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 92,84%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK 
Karanganyar harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 928,4. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK 
Karanganyar dinilai sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 89,55%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK 
Karanganyar harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 895,5. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK 
Karanganyar dinilai sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 89,53%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK 
Karanganyar harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 895,3. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK 




Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional BKK Kebakkramat Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Biaya Operasional 581.722.000 900.735.000 1.178.206.000 
Pendapatan Operasional 641.942.000 989.752.000 1.322.518.000 
Rasio BOPO 90,62% 91,01% 89,09% 




Nilai Kredit/NK 117,25 112,38 136,38 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 90,62%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK 
Kebakkramat harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 906,2. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK 
Kebakkramat dinilai sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
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2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 91,01%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK 
Kebakkramat harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 910,1. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK 
Kebakkramat dinilai sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 89,09%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK 
Kebakkramat harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 890,9. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK 
Kebakkramat dinilai sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
Tabel IV.44 
Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional BKK Mojogedang Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Biaya Operasional 428.742.000 549.913.000 840.115.000 
Pendapatan Operasional 491.493.000 616.540.000 971.105.000 
Rasio BOPO 87,23% 89,19% 86,51% 




Nilai Kredit/NK 159,63 135,13 168,63 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
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Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 87,23%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK 
Mojogedang harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 872,3. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK 
Mojogedang dinilai sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 89,19%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK 
Mojogedang harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 891,9. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK 
Mojogedang dinilai sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 86,51%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK 
Mojogedang harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 865,1. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK 
Mojogedang dinilai sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
Tabel IV.45 
Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional BKK Kerjo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Biaya Operasional 527.291.000 684.452.000 898.509.000 
Pendapatan Operasional 592.978.000 774.407.000 1.019.510.000 
Rasio BOPO 88,92% 88,38% 88,13% 
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Nilai Kredit/NK 138,5 145,25 148,38 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 88,92%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK Kerjo 
harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 889,2. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK Kerjo dinilai sehat 
karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 88,38%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK Kerjo 
harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 883,8. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK Kerjo dinilai sehat 
karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 88,13%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK Kerjo 
harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 881,3. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK Kerjo dinilai sehat 




Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional BKK Gondangrejo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Biaya Operasional 467.593.000 783.565.000 1.127.665.000 
Pendapatan Operasional 530.647.000 870.472.000 1.267.736.000 
Rasio BOPO 88,12% 90,02% 88,95% 




Nilai Kredit/NK 148,5 124,75 138,13 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 88,12%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK 
Gondangrejo harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 881,2. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK 
Gondangrejo dinilai sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
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2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 90,02%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK 
Gondangrejo harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 900,2. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK 
Gondangrejo dinilai sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 88,95%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK 
Gondangrejo harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 889,5. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK 
Gondangrejo dinilai sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
Tabel IV.47 
Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional BKK Jatipuro Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Biaya Operasional 702.235.000 918.349.000 1.493.345.000 
Pendapatan Operasional 784.742.000 1.033.989.000 1.704.362.000 
Rasio BOPO 89,49% 88,82% 87,62% 




Nilai Kredit/NK 131,38 139,75 154,75 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
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Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 89,49%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK Jatipuro 
harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 894,9. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK Jatipuro dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 88,82%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK Jatipuro 
harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 888,2. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK Jatipuro dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 87,62%. Hal ini berarti untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1.000,00 maka PD. BKK Jatipuro 
harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 876,2. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio BOPO PD. BKK Jatipuro dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 93,52% standar penilaian BI. 
4. Likuiditas 
Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada rasio yaitu: 
a. Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar (Cash Ratio) 
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Rasio ini digunakan untuk mengetahui prosentase kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Adapun perhitungan rasio alat 
likuid terhadap hutang lancar adalah sebagai berikut: 
1. Untuk rasio 0% diberi nilai 0. 
2. Untuk setiap kenaikan 0,05% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100. 
Tabel IV.48 
Rasio Alat Likuid Terhadap Hutang Lancar BKK Karanganyar Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Alat Likuid 210.066.000 988.475.000 1.078.679.000 











Rasio CR 9,81% 28,33% 22,58% 




Nilai Kredit/NK 196,2 566,6 451,6 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
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Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 9,81%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Karanganyar dijamin oleh alat likuid 
bank sebesar Rp 98,1. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Karanganyar dinilai sehat karena rasionya lebih 
dari 4,05% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 28,33%. Hal ini berarti setiap Rp. 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Karanganyar dijamin oleh alat likuid 
bank sebesar Rp 283,3. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Karanganyar dinilai sehat karena rasionya lebih 
dari 4,05% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 22,58%. Hal ini berarti setiap Rp. 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Karanganyar dijamin oleh alat likuid 
bank sebesar Rp 225,8. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Karanganyar dinilai sehat karena rasionya lebih 
dari 4,05% standar penilaian BI. 
Tabel IV.49 




2006 2007 2008 
Alat Likuid 1.253.041.000 1.523.897.000 3.318.389.000 











Rasio CR 41,95% 36,84% 46,38% 




Nilai Kredit/NK 839 736,8 927,6 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 41,95%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Kebakkramat dijamin oleh alat likuid 
bank sebesar Rp 419,5. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Kebakkramat dinilai sehat karena rasionya lebih 
dari 4,05% standar penilaian BI. 
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2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 36,84%. Hal ini berarti setiap Rp. 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Kebakkramat dijamin oleh alat likuid 
bank sebesar Rp 368,4. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Kebakkramat dinilai sehat karena rasionya lebih 
dari 4,05% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 46,38%. Hal ini berarti setiap Rp. 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Kebakkramat dijamin oleh alat likuid 
bank sebesar Rp 463,8. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Kebakkramat dinilai sehat karena rasionya lebih 
dari 4,05% standar penilaian BI. 
Tabel IV.50 
Rasio Alat Likuid Terhadap Hutang Lancar BKK Mojogedang Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Alat Likuid 620.307.000 487.712.000 917.997.000 











Rasio CR 47,94% 20,71% 24,79% 




Nilai Kredit/NK 958,8 414,2 495,8 
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NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 47,94%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Mojogedang dijamin oleh alat likuid 
bank sebesar Rp 479,4. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Mojogedang dinilai sehat karena rasionya lebih 
dari 4,05% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 20,71%. Hal ini berarti setiap Rp. 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Mojogedang dijamin oleh alat likuid 
bank sebesar Rp 207,1. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Mojogedang dinilai sehat karena rasionya lebih 
dari 4,05% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 24,79%. Hal ini berarti setiap Rp. 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Mojogedang dijamin oleh alat likuid 
bank sebesar Rp 247,9. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Mojogedang dinilai sehat karena rasionya lebih 




Rasio Alat Likuid Terhadap Hutang Lancar BKK Kerjo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Alat Likuid 423.706.000 455.812.000 979.347.000 











Rasio CR 20,41% 17,47% 21,71% 




Nilai Kredit/NK 408,2 349,4 434,2 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 20,41%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Kerjo dijamin oleh alat likuid bank 
sebesar Rp 204,1. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Kerjo dinilai sehat karena rasionya lebih dari 4,05% 
standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 17,47%. Hal ini berarti setiap Rp. 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Kerjo dijamin oleh alat likuid bank 
sebesar Rp 174,7. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Kerjo dinilai sehat karena rasionya lebih dari 4,05% 
standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 21,71%. Hal ini berarti setiap Rp. 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Kerjo dijamin oleh alat likuid bank 
sebesar Rp 217,1. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Kerjo dinilai sehat karena rasionya lebih dari 4,05% 
standar penilaian BI. 
Tabel IV.52 
Rasio Alat Likuid Terhadap Hutang Lancar BKK Gondangrejo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Alat Likuid 480.838.000 814.036.000 2.321.724.000 




Hutang Lancar 1.374.625.000 3.217.302.000 5.997.438.000 
Naik/Turun Hutang 
Lancar 




Rasio CR 34,98% 25,30% 38,71% 




Nilai Kredit/NK 699,6 506 774,2 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 34,98%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Gondangrejo dijamin oleh alat likuid 
bank sebesar Rp 349,8. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Gondangrejo dinilai sehat karena rasionya lebih 
dari 4,05% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 25,30%. Hal ini berarti setiap Rp. 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Gondangrejo dijamin oleh alat likuid 
bank sebesar Rp 253. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Gondangrejo dinilai sehat karena rasionya lebih 
dari 4,05% standar penilaian BI. 
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3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 38,71%. Hal ini berarti setiap Rp. 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Gondangrejo dijamin oleh alat likuid 
bank sebesar Rp 387,1. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Gondangrejo dinilai sehat karena rasionya lebih 
dari 4,05% standar penilaian BI. 
Tabel IV.53 
Rasio Alat Likuid Terhadap Hutang Lancar BKK Jatipuro Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Alat Likuid 493.808.000 598.837.000 1.263.355.000 











Rasio CR 22,36% 19,98% 21,10% 




Nilai Kredit/NK 447,2 399,6 422 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
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Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 22,36%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Jatipuro dijamin oleh alat likuid bank 
sebesar Rp 223,6. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Jatipuro dinilai sehat karena rasionya lebih dari 4,05% 
standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 19,98%. Hal ini berarti setiap Rp. 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Jatipuro dijamin oleh alat likuid bank 
sebesar Rp 199,8. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Jatipuro dinilai sehat karena rasionya lebih dari 4,05% 
standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 21,10%. Hal ini berarti setiap Rp. 1.000,00 hutang lancar pada PD. BKK Jatipuro dijamin oleh alat likuid bank 
sebesar Rp 211. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka Cash Ratio pada PD. BKK Jatipuro dinilai sehat karena rasionya lebih dari 4,05% 
standar penilaian BI. 
b. Rasio Kredit terhadap Dana yang Diterima oleh Bank (LDR) 
LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menyatakan seberapa jauh 




Adapun perhitungan kredit terhadap dana yang diterima oleh bank ditentukan sebagai berikut: 
1. Untuk rasio 115% diberi nilai 0. 
2. Untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit dikalikan 4 dengan maksimal 100. 
Tabel IV.54 
Rasio Kredit Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima BKK Karanganyar Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Kredit Yang Diberikan 1.394.786.000 2.120.225.000 3.439.428.000 




Dana Yang Diterima 3.168.107.000 4.583.746.000 5.909.111.000 






Rasio LDR 44,03% 46,26% 58,21% 




Nilai Kredit/NK 283,88 274,96 227,16 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
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(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 44,03%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 440,3. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Karanganyar dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 46,26%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 462,6. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Karanganyar dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 22,58%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 225,8. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Karanganyar dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
Tabel IV.55 
Rasio Kredit Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima BKK Kebakkramat Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Kredit Yang Diberikan 2.442.229.000 3.772.586.000 4.922.805.000 
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Dana Yang Diterima 3.628.562.000 5.156.803.000 8.234.219.000 






Rasio LDR 67,31% 73,16% 59,78% 




Nilai Kredit/NK 190,76 167,36 220,88 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 67,31%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 673,1. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Kebakkramat dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
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2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 73,16%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 731,6. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Kebakkramat dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 59,78%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 597,8. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Kebakkramat dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
Tabel IV.56 
Rasio Kredit Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima BKK Mojogedang Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Kredit Yang Diberikan 1.301.560.000 2.807.131.000 3.510.731.000 




Dana Yang Diterima 2.032.300.000 3.347.432.000 4.707.670.000 






Rasio LDR 64,04% 83,86% 74,58% 
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Nilai Kredit/NK 203,84 124,56 161,68 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 64,04%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 640,4. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Mojogedang dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 83,86%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 838,6. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Mojogedang dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 74,58%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 745,8. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Mojogedang dinilai 




Rasio Kredit Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima BKK Kerjo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Kredit Yang Diberikan 2.280.666.000 3.085.076.000 4.471.231.000 




Dana Yang Diterima 2.802.414.000 3.605.419.000 5.558.708.000 






Rasio LDR 81,38% 85,57% 80,44% 




Nilai Kredit/NK 134,48 117,72 138,24 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 81,38%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 813,8. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Kerjo dinilai sehat 
karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 85,57%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 855,7. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Kerjo dinilai sehat 
karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 80,44%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 804,4. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Kerjo dinilai sehat 
karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
Tabel IV.58 
Rasio Kredit Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima BKK Gondangrejo Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Kredit Yang Diberikan 1.959.428.000 3.246.510.000 4.519.877.000 




Dana Yang Diterima 2.532.884.000 4.150.578.000 7.000.227.000 
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Rasio LDR 77,36% 78,22% 64,57% 




Nilai Kredit/NK 150,56 147,12 201,72 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 5 
Indikator Sehat Sehat Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 77,36%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 773,6. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Gondangrejo dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 78,22%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 782,2. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Gondangrejo dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
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3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 64,57%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 645,7. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Gondangrejo dinilai 
sehat karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
Tabel IV.59 
Rasio Kredit Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima BKK Jatipuro Tahun 2006-2008 
KETERANGAN TAHUN 
2006 2007 2008 
Kredit Yang Diberikan 2.346.090.000 3.644.194.000 6.527.006.000 




Dana Yang Diterima 3.047.123.000 4.363.377.000 6.129.885.000 






Rasio LDR 76,99% 83,52% 106,48% 




Nilai Kredit/NK 152,04 125,92 34,08 
NK Mak 100 100 100 
Nilai Akhir = Bobot x 
NK 
5 5 1,7 
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Indikator Sehat Sehat Tidak Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 76,99%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 769,9. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Jatipuro dinilai sehat 
karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
2. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 83,52%. Hal ini berarti setiap Rp 1.000,00 dana yang diterima bank mampu untuk menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit sebesar Rp 835,2. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Jatipuro dinilai sehat 
karena rasionya kurang dari 94,75% standar penilaian BI. 
3. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 106,48%. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97 maka rasio LDR pada PD. BKK Jatipuro dinilai tidak 
sehat karena rasionya lebih dari 102,25% standar penilaian BI. 
D. HASIL PENILAIAN KUANTITATIF FAKTOR CAMEL 
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Setelah perhitungan kelima indikator tingkat kesehatan bank pada enam (6) PD. BKK di Kabupaten Karanganyar, hasil perhitungan kelima indikator 
tersebut dikalikan dengan bobot masing-masing indikator, kemudian nilai kredit tersebut dapat dikurangi dengan nilai kredit yang berasal dari ketentuan 












Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Karanganyar Tahun 2006 





PERMODALAN       




      
Rasio KAP 7,08% 102,8 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 47,61% 47,61 100 5% 2,38 Tidak Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 16% 40 100 10% 4 Tidak Sehat 
Manajemen Resiko 15% 25 100 10% 2,5 Tidak Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 0,60% 40 100 5% 2 Tidak Sehat 
BOPO 92,84% 89,5 100 5% 4,48 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 9,81% 196,2 100 5% 5 Sehat 
LDR 44,03% 283,88 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     80,36 Cukup Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Karanganyar pada tahun 2006 memiliki bobot 80,36 yang berarti cukup sehat 
berdasarkan kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 12,75% adalah sehat. 
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Rasio KAP sebesar 7,08% (sehat) artinya PD. BKK Karanganyar mampu untuk mengatasi resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang 
diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 47,61% (tidak sehat) 
artinya PD. BKK Karanganyar dalam penyediaan dana untuk PPAP masih terlalu kecil, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka tidak 
mampu untuk menutup kerugian tersebut sehingga laba yang dihasilkan menjadi berkurang sebesar kerugian yang belum tertutup oleh PPAP yang dibentuk. 
Manajemen sebesar 31% (tidak sehat) artinya kinerja manajemen PD. BKK Karanganyar tidak baik, terjadi penurunan kinerja manajemen dalam mengatur 
strategi dalam usaha pencapaian tujuan sehingga tidak dapat optimal dan mengalami penurunan dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian 
kredit dan pengawasan kegiatan operasional tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 0,60% adalah tidak sehat. Rasio BOPO sebesar 92,84% (sehat) artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Karanganyar 
lebih besar daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 9,81% (sehat) artinya PD. BKK Karanganyar memiliki kemampuan dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban 
yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 44,03% (sehat) artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Karanganyar mengalami kenaikan, baik dari 






Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Kebakkramat Tahun 2006 





PERMODALAN       




      
Rasio KAP 3,66% 125,6 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 88,42% 88,42 100 5% 4,42 Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 40% 100 100 10% 10 Sehat 
Manajemen Resiko 60% 100 100 10% 10 Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 1,24% 82,67 100 5% 4,13 Sehat 
BOPO 90,62% 117,25 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 41,95% 839 100 5% 5 Sehat 
LDR 67,31% 190,76 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     98,55 Sehat 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Kebakkramat pada tahun 2006 memiliki bobot 98,55 yang berarti sehat 
berdasarkan kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 19,30% adalah sehat. 
Rasio KAP sebesar 3,66% (sehat) artinya PD. BKK Kebakkramat mampu untuk mengatasi resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang 
diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 88,42% (sehat) artinya 
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PD. BKK Kebakkramat dalam penyediaan dana untuk PPAP cukup, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka mampu untuk menutup 
kerugian tersebut. 
Manajemen sebesar 100% (sehat) artinya kinerja manajemen PD. BKK Kebakkramat baik, terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam mengatur strategi 
dalam usaha pencapaian tujuan sehingga dapat optimal dan mengalami peningkatan dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan 
pengawasan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 1,24% adalah sehat. Rasio BOPO sebesar 90,62% (sehat) artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Kebakkramat lebih 
besar daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 41,95% (sehat) artinya PD. BKK Kebakkramat memiliki kemampuan dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar 
kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 67,31% (sehat) artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Kebakkramat mengalami 
kenaikan, baik dari tabungan, deposito berjangka, modal inti yang berarti kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya meningkat. 
Tabel IV.62 
Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Mojogedang Tahun 2006 





PERMODALAN       






      
Rasio KAP 3,20% 128,67 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 33,47% 33,47 100 5% 1,67 Tidak Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 36% 90 100 10% 9 Sehat 
Manajemen Resiko 59% 98,33 100 10% 9,83 Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 1,82% 121,33 100 5% 5 Sehat 
BOPO 87,23% 159,63 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 47,94% 958,8 100 5% 5 Sehat 
LDR 64,04% 203,84 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     95,5 Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Mojogedang pada tahun 2006 memiliki bobot 95,5 yang berarti sehat berdasarkan 
kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 46,99% adalah sehat. 
Rasio KAP sebesar 3,20% (sehat) artinya PD. BKK Mojogedang mampu untuk mengatasi resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang 
diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 33,47% (tidak sehat) 
artinya PD. BKK Mojogedang dalam penyediaan dana untuk PPAP masih terlalu kecil, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka tidak 
mampu untuk menutup kerugian tersebut sehingga laba yang dihasilkan menjadi berkurang sebesar kerugian yang belum tertutup oleh PPAP yang dibentuk. 
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Manajemen sebesar 95% (sehat) artinya kinerja manajemen PD. BKK Mojogedang baik, terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam mengatur strategi 
dalam usaha pencapaian tujuan sehingga dapat optimal dan mengalami peningkatan dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan 
pengawasan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 1,82% adalah sehat. Rasio BOPO sebesar 87,23% (sehat) artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Mojogedang lebih 
besar daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 47,94% (sehat) artinya PD. BKK Mojogedang memiliki kemampuan dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar 
kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 64,04% (sehat) artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Mojogedang mengalami 
kenaikan, baik dari tabungan, deposito berjangka, modal inti yang berarti kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya meningkat. 
Tabel IV.63 
Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Kerjo Tahun 2006 





PERMODALAN       




      
Rasio KAP 10,08% 82,8 100 25% 20,7 Sehat 
Rasio PPAP 26,09% 26,09 100 5% 1,31 Tidak Sehat 
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MANAJEMEN       
Manajemen Umum 26% 65 100 10% 6,5 Kurang Sehat 
Manajemen Resiko 40% 66,67 100 10% 6,67 Kurang sehat 
RENTABILITAS       
ROA 2,05% 136,67 100 5% 5 Sehat 
BOPO 88,92% 138,5 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 20,41% 408,2 100 5% 5 Sehat 
LDR 81,38% 134,48 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     85,18 Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Kerjo pada tahun 2006 memiliki bobot 85,18 yang berarti sehat berdasarkan 
kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 21,05% adalah sehat. 
Rasio KAP sebesar 10,08% (sehat) artinya PD. BKK Kerjo mampu untuk mengatasi resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan 
apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 26,09% (tidak sehat) artinya PD. 
BKK Kerjo dalam penyediaan dana untuk PPAP masih terlalu kecil, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka tidak mampu untuk 
menutup kerugian tersebut sehingga laba yang dihasilkan menjadi berkurang sebesar kerugian yang belum tertutup oleh PPAP yang dibentuk. 
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Manajemen sebesar 66% (kurang sehat) artinya kinerja manajemen PD. BKK Kerjo kurang baik, terjadi penurunan kinerja manajemen dalam mengatur 
strategi dalam usaha pencapaian tujuan sehingga tidak dapat optimal dan mengalami penurunan dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian 
kredit dan pengawasan kegiatan operasional tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 2,05% adalah sehat. Rasio BOPO sebesar 88,92% (sehat) artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Kerjo lebih besar 
daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 20,41% (sehat) artinya PD. BKK Kerjo memiliki kemampuan dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang 
harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 81,38% (sehat) artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Kerjo mengalami kenaikan, baik dari tabungan, 
deposito berjangka, modal inti yang berarti kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya meningkat. 
Tabel IV.64 
Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Gondangrejo Tahun 2006 





PERMODALAN       




      
Rasio KAP 2,25% 135 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 116,08% 116,08 100 5% 5 Sehat 
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MANAJEMEN       
Manajemen Umum 19% 47,5 100 10% 4,75 Tidak Sehat 
Manajemen Resiko 23% 38,33 100 10% 3,83 Tidak Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 2,54% 169,33 100 5% 5 Sehat 
BOPO 88,12% 148,5 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 34,98% 699,6 100 5% 5 Sehat 
LDR 77,36% 150,56 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     88,58 Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Gondangrejo pada tahun 2006 memiliki bobot 88,58 yang berarti sehat 
berdasarkan kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 27,56% adalah sehat. 
Rasio KAP sebesar 2,25% (sehat) artinya PD. BKK Gondangrejo mampu untuk mengatasi resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang 
diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 116,08% (sehat) artinya 




Manajemen sebesar 42% (tidak sehat) artinya kinerja manajemen PD. BKK Gondangrejo tidak baik, terjadi penurunan kinerja manajemen dalam mengatur 
strategi dalam usaha pencapaian tujuan sehingga tidak dapat optimal dan mengalami penurunan dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian 
kredit dan pengawasan kegiatan operasional tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 2,54% adalah sehat. Rasio BOPO sebesar 88,12% (sehat) artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Gondangrejo lebih 
besar daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 34,98% (sehat) artinya PD. BKK Gondangrejo memiliki kemampuan dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar 
kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 77,36% (sehat) artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Gondangrejo mengalami 
kenaikan, baik dari tabungan, deposito berjangka, modal inti yang berarti kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya meningkat. 
Tabel IV.65 
Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Jatipuro Tahun 2006 





PERMODALAN       




      
Rasio KAP 5,68% 112,13 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 81,21% 81,21 100 5% 4,06 Sehat 
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MANAJEMEN       
Manajemen Umum 36% 90 100 10% 9 Sehat 
Manajemen Resiko 51% 85 100 10% 8,5 Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 2,34% 156 100 5% 5 Sehat 
BOPO 89,49% 131,38 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 22,36% 447,2 100 5% 5 Sehat 
LDR 76,99% 152,04 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     96,56 Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Jatipuro pada tahun 2006 memiliki bobot 96,56 yang berarti sehat berdasarkan 
kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 28,26% adalah sehat. 
Rasio KAP sebesar 5,68% (sehat) artinya PD. BKK Jatipuro mampu untuk mengatasi resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan 
apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 81,21% (sehat) artinya PD. BKK 




Manajemen sebesar 87% (sehat) artinya kinerja manajemen PD. BKK Jatipuro baik, terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam mengatur strategi dalam 
usaha pencapaian tujuan sehingga dapat optimal dan mengalami peningkatan dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan 
pengawasan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 2,34% adalah sehat. Rasio BOPO sebesar 89,49% (sehat) artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Jatipuro lebih besar 
daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 22,36% (sehat) artinya PD. BKK Jatipuro memiliki kemampuan dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban 
yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 76,99% (sehat) artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Jatipuro mengalami kenaikan, baik dari 
tabungan, deposito berjangka, modal inti yang berarti kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya meningkat. 
Tabel IV.66 
Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Karanganyar Tahun 2007 





PERMODALAN       




      
Rasio KAP 3,93% 123,8 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 60,29% 60,29 100 5% 3,02 Kurang Sehat 
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MANAJEMEN       
Manajemen Umum 16% 40 100 10% 4 Tidak Sehat 
Manajemen Resiko 12% 20 100 10% 2 Tidak Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 0,94% 62,67 100 5% 3,13 Kurang Sehat 
BOPO 89,55% 130,63 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 28,33% 566,6 100 5% 5 Sehat 
LDR 46,26% 274,96 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     82,15 Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Karanganyar pada tahun 2007 memiliki bobot 82,15 yang berarti sehat 
berdasarkan kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan sebesar 14,57% (sehat) mengalami peningkatan 
sebesar 1,82% dibandingkan tahun 2006. 
Rasio KAP sebesar 3,93% (sehat) mengalami penurunan sebesar 3,15% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Karanganyar mampu untuk mengatasi 
resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang 
diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 60,29% (kurang sehat) mengalami peningkatan sebesar 12,68%  dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK 
Karanganyar dalam penyediaan dana untuk PPAP kurang cukup, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka kurang mampu untuk 
menutup kerugian tersebut. 
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Manajemen sebesar 28% (tidak sehat) mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan tahun 2006 artinya kinerja manajemen PD. BKK Karanganyar tidak 
baik, terjadi penurunan kinerja manajemen dalam mengatur strategi dalam usaha pencapaian tujuan sehingga tidak dapat optimal dan mengalami penurunan 
dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan pengawasan kegiatan operasional tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 0,94% (kurang sehat) mengalami peningkatan sebesar 0,34% dibandingkan tahun 2006. Rasio BOPO sebesar 89,55% (sehat) mengalami 
penurunan sebesar 3,29% dibandingkan tahun 2006 artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Karanganyar lebih besar daripada biaya 
operasional. 
Cash Ratio sebesar 28,33% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 18,52% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Karanganyar memiliki kemampuan 
dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 46,26% (sehat) mengalami 
peningkatan sebesar 2,23% dibandingkan tahun 2006 artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Karanganyar mengalami kenaikan, baik dari tabungan, 
deposito berjangka, modal inti yang berarti kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya meningkat. 
Tabel IV.67 
Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Kebakkramat Tahun 2007 





PERMODALAN       
Rasio Car 23,71% 238,1 100 30% 30 Sehat 





Rasio KAP 1,32% 141,2 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 108,97% 108,97 100 5% 5 Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 40% 100 100 10% 10 Sehat 
Manajemen Resiko 60% 100 100 10% 10 Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 1,36% 90,67 100 5% 4,53 Sehat 
BOPO 91,01% 112,38 10 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 36,84% 736,8 100 5% 5 Sehat 
LDR 73,16% 167,36 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     99,53 Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Kebakkramat pada tahun 2007 memiliki bobot 99,53 yang berarti sehat 
berdasarkan kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan sebesar 23,71% (sehat) mengalami peningkatan 
sebesar 4,41% dibandingkan tahun 2006 . 
Rasio KAP sebesar 1,32% (sehat) mengalami penurunan sebesar 2,34% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Kebakkramat mampu untuk mengatasi 
resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang 
diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 108,97% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 20,55% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Kebakkramat 
dalam penyediaan dana untuk PPAP cukup, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka mampu untuk menutup kerugian tersebut. 
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Manajemen sebesar 100% (sehat) artinya kinerja manajemen PD. BKK Kebakkramat baik, terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam mengatur strategi 
dalam usaha pencapaian tujuan sehingga dapat optimal dan mengalami peningkatan dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan 
pengawasan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 1,36% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 0,12% dibandingkan tahun 2006. Rasio BOPO sebesar 91,01% (sehat) mengalami peningkatan 
sebesar 0,39% dibandingkan tahun 2006 artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Kebakkramat lebih besar daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 36,84% (sehat) mengalami penurunan sebesar 5,11% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Kebakkramat memiliki kemampuan 
dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 73,16% (sehat) mengalami 
peningkatan sebesar 5,85% dibandingkan tahun 2006 artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Kebakkramat mengalami kenaikan, baik dari tabungan, 
deposito berjangka, modal inti yang berarti kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya meningkat. 
Tabel IV.68 
Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Mojogedang Tahun 2007 





PERMODALAN       
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Rasio KAP 5,82% 111,2 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 12,35% 12,35 100 5% 0,62 Tidak Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 36% 90 100 10% 9 Sehat 
Manajemen Resiko 59% 98,33 100 10% 9,83 Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 1,44% 96 100 5% 4,8 Sehat 
BOPO 89,19% 135,13 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 20,71% 414,2 100 5% 5 Sehat 
LDR 83,86% 124,56 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     94,25 Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Mojogedang pada tahun 2007 memiliki bobot 94,25 yang berarti sehat 
berdasarkan kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 26,57% (sehat) mengalami penurunan sebesar 
20,42% dibandingkan tahun 2006. 
Rasio KAP sebesar 5,82% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 2,62% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Mojogedang mampu untuk mengatasi 
resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang 
diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 12,35% (tidak sehat) mengalami penurunan sebesar 21,12% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Mojogedang 
dalam penyediaan dana untuk PPAP masih terlalu kecil, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka tidak mampu untuk menutup 
kerugian tersebut sehingga laba yang dihasilkan menjadi berkurang sebesar kerugian yang belum tertutup oleh PPAP yang dibentuk. 
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Manajemen sebesar 95% (sehat) artinya kinerja manajemen PD. BKK Mojogedang baik, terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam mengatur strategi 
dalam usaha pencapaian tujuan sehingga dapat optimal dan mengalami peningkatan dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan 
pengawasan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 1,44% (sehat) mengalami penurunan sebesar 0,38% dibandingkan tahun 2006. Rasio BOPO sebesar 89,19% (sehat) mengalami peningkatan 
sebesar 1,96% dibandingkan tahun 2006 artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Mojogedang lebih besar daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 20,71% (sehat) mengalami penurunan sebesar 27,23% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Mojogedang memiliki kemampuan 
dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 83,86% (sehat) mengalami 
peningkatan sebesar 19,82% dibandingkan tahun 2006 artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Mojogedang mengalami kenaikan, baik dari tabungan, 
deposito berjangka, modal inti yang berarti kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya meningkat. 
Tabel IV.69 
Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Kerjo Tahun 2007 





PERMODALAN       
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Rasio KAP 9,83% 84,47 100 25% 21,12 Sehat 
Rasio PPAP 31,13% 31,13 100 5% 1,56 Tidak Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 30% 75 100 10% 7,5 Cukup Sehat 
Manajemen Resiko 45% 75 100 10% 7,5 Cukup Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 2,20% 146,67 100 5% 5 Sehat 
BOPO 88,38% 145,25 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 17,47% 349,4 100 5% 5 Sehat 
LDR 85,57% 117,72 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     87,68 Sehat 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Kerjo pada tahun 2007 memiliki bobot 87,68 yang berarti sehat berdasarkan 
kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 22,79% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 1,74% 
dibandingkan tahun 2006. 
Rasio KAP sebesar 9,83% (sehat) mengalami penurunan sebesar 0,25% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Kerjo mampu untuk mengatasi resiko 
usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang diterima 
dari bank. Rasio PPAP sebesar 31,13% (tidak sehat) mengalami peningkatan sebesar 5,04% dibandingkan tahun 2006  artinya PD. BKK Kerjo dalam 
penyediaan dana untuk PPAP masih terlalu kecil, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka tidak mampu untuk menutup kerugian 
tersebut sehingga laba yang dihasilkan menjadi berkurang sebesar kerugian yang belum tertutup oleh PPAP yang dibentuk. 
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Manajemen sebesar 75% (cukup sehat) mengalami peningkatan sebesar 9% dibandingkan tahun 2006 artinya kinerja manajemen PD. BKK Kerjo cukup 
baik, terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam mengatur strategi dalam usaha pencapaian tujuan sehingga dapat optimal dan mengalami peningkatan 
dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan pengawasan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 2,20% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 0,15% dibandingkan tahun 2006. Rasio BOPO sebesar 88,38% (sehat) mengalami penurunan 
sebesar 0,54% dibandingkan dengan tahun 2006 artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Kerjo lebih besar daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 17,47% (sehat) mengalami penurunan sebesar 2,94% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Kerjo memiliki kemampuan dalam 
mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 85,57% (sehat) mengalami peningkatan 
sebesar 4,19% dibandingkan tahun 2006 artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Kerjo mengalami kenaikan, baik dari tabungan, deposito berjangka, modal 




Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Gondangrejo Tahun 2007 




PERMODALAN       




      
Rasio KAP 2,46% 133,6 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 139,40% 139,40 100 5% 5 Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 18% 45 100 10% 4,5 Tidak Sehat 
Manajemen Resiko 29% 48,33 100 10% 4,83 Tidak Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 2,08% 138,67 100 5% 5 Sehat 
BOPO 90,02% 124,75 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 25,30% 506 100 5% 5 Sehat 
LDR 78,22% 147,12 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     89,33 Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Gondangrejo pada tahun 2007 memiliki bobot 89,33 yang berarti sehat 
berdasarkan kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 25,23% (sehat) mengalami penurunan sebesar 
2,33% dibandingkan tahun 2006. 
Rasio KAP sebesar 2,46% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 0,21% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Gondangrejo mampu untuk 
mengatasi resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit 
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yang diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 139,40% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 23,32% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK 
Gondangrejo dalam penyediaan dana untuk PPAP cukup, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka mampu untuk menutup kerugian 
tersebut. 
Manajemen sebesar 47% (tidak sehat) mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan tahun 2006 artinya kinerja manajemen PD. BKK Gondangrejo 
tidak baik, terjadi penurunan kinerja manajemen dalam mengatur strategi dalam usaha pencapaian tujuan sehingga tidak dapat optimal dan mengalami 
penurunan dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan pengawasan kegiatan operasional tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 2,08% (sehat) mengalami penurunan sebesar 0,46% dibandingkan tahun 2006. Rasio BOPO sebesar 90,02% (sehat) mengalami peningkatan 
sebesar 1,9% dibandingkan tahun 2006 artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Gondangrejo lebih besar daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 25,30% (sehat) mengalami penurunan sebesar 9,68% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Gondangrejo memiliki kemampuan 
dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 78,22% (sehat) mengalami 
peningkatan sebesar 0,86% dibandingkan tahun 2006 artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Gondangrejo mengalami kenaikan, baik dari tabungan, 
deposito berjangka, modal inti yang berarti kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya meningkat. 
Tabel IV.71 
Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Jatipuro Tahun 2007 
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PERMODALAN       




      
Rasio KAP 6,30% 108 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 60,02% 60,02 100 5% 3 Kurang Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 39% 97,5 100 10% 9,75 Sehat 
Manajemen Resiko 57% 95 100 10% 9,5 Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 2,17% 144,67 100 5% 5 Sehat 
BOPO 88,82% 139,75 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 19,98% 399,6 100 5% 5 Sehat 
LDR 83,52% 125,92 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     97,25 Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Jatipuro pada tahun 2007 memiliki bobot 97,25 yang berarti sehat berdasarkan 
kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 31,07% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 2,81% 
dibandingkan tahun 2006. 
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Rasio KAP sebesar 6,30% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 0,62% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Jatipuro mampu untuk mengatasi 
resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang 
diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 60,02% (kurang sehat) mengalami penurunan sebesar 21,19% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Jatipuro 
dalam penyediaan dana untuk PPAP kurang cukup, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka kurang mampu untuk menutup kerugian 
tersebut. 
Manajemen sebesar 96% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 9% dibandingkan tahun 2006 artinya kinerja manajemen PD. BKK Jatipuro baik, terjadi 
peningkatan kinerja manajemen dalam mengatur strategi dalam usaha pencapaian tujuan sehingga dapat optimal dan mengalami peningkatan dalam 
pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan pengawasan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 2,17% (sehat) mengalami penurunan sebesar 0,17% dibandingkan tahun 2006. Rasio BOPO sebesar 88,82% (sehat) mengalami penurunan 
sebesar 0,67% dibandingkan tahun 2006 artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Jatipuro lebih besar daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 19,98% (sehat) mengalami penurunan sebesar 2,38% dibandingkan tahun 2006 artinya PD. BKK Jatipuro memiliki kemampuan dalam 
mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 83,52% (sehat) mengalami peningkatan 
sebesar 6,53% dibandingkan tahun 2006 artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Jatipuro mengalami kenaikan, baik dari tabungan, deposito berjangka, 




Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Karanganyar Tahun 2008 





PERMODALAN       




      
Rasio KAP 0,99% 143,4 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 36,73% 36,73 100 5% 1,84 Tidak Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 16% 40 100 10% 4 Tidak Sehat 
Manajemen Resiko 13% 21,67 100 10% 2,17 Tidak Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 1,28% 85,33 100 5% 4,27 Sehat 
BOPO 89,53% 130,88 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 22,58% 451,6 100 5% 5 Sehat 
LDR 58,21% 227,16 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     82,28 Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Karanganyar pada tahun 2008 memiliki bobot 82,28 yang berarti sehat 
berdasarkan kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan sebesar 14,26% (sehat) mengalami penurunan 
sebesar 0,31% dibandingkan tahun 2007. 
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Rasio KAP sebesar 0,99% (sehat) mengalami penurunan sebesar 2,94% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Karanganyar mampu untuk mengatasi 
resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang 
diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 36,73% (tidak sehat) mengalami penurunan sebesar 23,56% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Karanganyar 
dalam penyediaan dana untuk PPAP masih terlalu kecil, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka tidak mampu untuk menutup 
kerugian tersebut sehingga laba yang dihasilkan menjadi berkurang sebesar kerugian yang belum tertutup oleh PPAP yang dibentuk. 
Manajemen sebesar 29% (tidak sehat) mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan tahun 2007 artinya kinerja manajemen PD. BKK Karanganyar 
tidak baik, terjadi penurunan kinerja manajemen dalam mengatur strategi dalam usaha pencapaian tujuan sehingga tidak dapat optimal dan mengalami 
penurunan dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan pengawasan kegiatan operasional tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 1,28% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 0,34% dibandingkan tahun 2007. Rasio BOPO sebesar 89,53% (sehat) mengalami penurunan 
sebesar 0,02% dibandingkan tahun 2007 artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Karanganyar lebih besar daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 22,58% (sehat) mengalami penurunan sebesar 5,75% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Karanganyar memiliki kemampuan 
dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 58,21% (sehat) mengalami 
peningkatan sebesar 11,95% dibandingkan tahun 2007 artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Karanganyar mengalami kenaikan, baik dari tabungan, 




Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Kebakkramat Tahun 2008 





PERMODALAN       




      
Rasio KAP 1,64% 139,07 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 29,55% 29,55 100 5% 1,48 Tidak Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 40% 100 100 10% 10 Sehat 
Manajemen Resiko 60% 100 100 10% 10 Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 1,45% 96,67 100 5% 4,83 Sehat 
BOPO 89,09% 136,38 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 46,38% 927,6 100 5% 5 Sehat 
LDR 59,78% 220,88 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     96,31 Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Kebakkramat pada tahun 2008 memiliki bobot 96,31 yang berarti sehat 
berdasarkan kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan sebesar 17,55% (sehat) mengalami penurunan 
sebesar 6,16% dibandingkan tahun 2007 . 
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Rasio KAP sebesar 1,64% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 0,32% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Kebakkramat mampu untuk 
mengatasi resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit 
yang diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 29,55% (tidak sehat) mengalami penurunan sebesar 79,42% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK 
Kebakkramat dalam penyediaan dana untuk PPAP masih terlalu kecil, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka tidak mampu untuk 
menutup kerugian tersebut sehingga laba yang dihasilkan menjadi berkurang sebesar kerugian yang belum tertutup oleh PPAP yang dibentuk. 
Manajemen sebesar 100% (sehat) artinya kinerja manajemen PD. BKK Kebakkramat baik, terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam mengatur strategi 
dalam usaha pencapaian tujuan sehingga dapat optimal dan mengalami peningkatan dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan 
pengawasan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 1,45% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 0,09% dibandingkan tahun 2007. Rasio BOPO sebesar 89,09% (sehat) mengalami penurunan 
sebesar 1,92% dibandingkan tahun 2007 artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Kebakkramat lebih besar daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 46,38% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 9,54% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Kebakkramat memiliki kemampuan 
dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 59,78% (sehat) mengalami 
penurunan sebesar 13,38% dibandingkan tahun 2007 artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Kebakkramat mengalami kenaikan, baik dari tabungan, 




Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Mojogedang Tahun 2008 





PERMODALAN       




      
Rasio KAP 5,63% 112,47 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 10,46% 10,46 100 5% 0,52 Tidak Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 36% 90 100 10% 9 Sehat 
Manajemen Resiko 59% 98,33 100 10% 9,83 Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 1,83% 122 100 5% 5 Sehat 
BOPO 86,51% 168,63 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 24,79% 495,8 100 5% 5 Sehat 
LDR 74,58% 161,68 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     94,35 Sehat 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Mojogedang pada tahun 2008 memiliki bobot 94,35 yang berarti sehat 
berdasarkan kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 21,57% (sehat) mengalami penurunan sebesar 5% 
dibandingkan tahun 2007. 
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Rasio KAP sebesar 5,63% (sehat) mengalami penurunan sebesar 0,19% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Mojogedang mampu untuk mengatasi 
resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang 
diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 10,46% (tidak sehat) mengalami penurunan sebesar 1,89% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Mojogedang 
dalam penyediaan dana untuk PPAP masih terlalu kecil, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka tidak mampu untuk menutup 
kerugian tersebut sehingga laba yang dihasilkan menjadi berkurang sebesar kerugian yang belum tertutup oleh PPAP yang dibentuk. 
Manajemen sebesar 95% (sehat) artinya kinerja manajemen PD. BKK Mojogedang baik, terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam mengatur strategi 
dalam usaha pencapaian tujuan sehingga dapat optimal dan mengalami peningkatan dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan 
pengawasan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 1,83% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 0,39% dibandingkan tahun 2007. Rasio BOPO sebesar 86,51% (sehat) mengalami penurunan 
sebesar 2,68% dibandingkan tahun 2007 artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Mojogedang lebih besar daripada biaya operasional. 
Cash Ratio sebesar 24,79% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 4,08% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Mojogedang memiliki kemampuan 
dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 74,58% (sehat) mengalami 
penurunan sebesar 9,28% dibandingkan tahun 2007 artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Mojogedang mengalami kenaikan, baik dari tabungan, deposito 






Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Kerjo Tahun 2008 





PERMODALAN       




      
Rasio KAP 6,78% 104,8 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 19,72% 19,72 100 5% 0,99 Tidak Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 30% 75 100 10% 7,5 Cukup Sehat 
Manajemen Resiko 46% 76,67 100 10% 7,67 Cukup Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 1,92% 128 100 5% 5 Sehat 
BOPO 88,13% 148,38 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 21,71% 434,2 100 5% 5 Sehat 
LDR 80,44% 138,24 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     91,16 Sehat 
(sumber: hasil olah data) 
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Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Kerjo pada tahun 2008 memiliki bobot 91,16 yang berarti sehat berdasarkan 
kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 17,51% (sehat) mengalami penurunan sebesar 5,28% 
dibandingkan tahun 2007. 
Rasio KAP sebesar 6,78% (sehat) mengalami penurunan sebesar 3,05% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Kerjo mampu untuk mengatasi resiko 
usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang diterima 
dari bank. Rasio PPAP sebesar 19,72% (tidak sehat) mengalami penurunan sebesar 11,41% dibandingkan tahun 2007  artinya PD. BKK Kerjo dalam 
penyediaan dana untuk PPAP masih terlalu kecil, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka tidak mampu untuk menutup kerugian 
tersebut sehingga laba yang dihasilkan menjadi berkurang sebesar kerugian yang belum tertutup oleh PPAP yang dibentuk. 
Manajemen sebesar 76% (cukup sehat) mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan tahun 2007 artinya kinerja manajemen PD. BKK Kerjo cukup 
baik, terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam mengatur strategi dalam usaha pencapaian tujuan sehingga dapat optimal dan mengalami peningkatan 
dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan pengawasan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 1,92% (sehat) mengalami penurunan sebesar 0,28% dibandingkan tahun 2007. Rasio BOPO sebesar 88,13% (sehat) mengalami penurunan 
sebesar 0,25% dibandingkan dengan tahun 2007 artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Kerjo lebih besar daripada biaya operasional. 
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Cash Ratio sebesar 21,71% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 4,24% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Kerjo memiliki kemampuan dalam 
mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 80,44% (sehat) mengalami penurunan 
sebesar 5,13% dibandingkan tahun 2007 artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Kerjo mengalami kenaikan, baik dari tabungan, deposito berjangka, modal 
inti yang berarti kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya meningkat. 
Tabel IV.76 
Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Gondangrejo Tahun 2008 





PERMODALAN       




      
Rasio KAP 2,76% 131,6 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 6,87% 6,87 100 5% 0,34 Tidak Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 19% 47,5 100 10% 4,75 Tidak Sehat 
Manajemen Resiko 23% 38,33 100 10% 3,83 Tidak Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 1,69% 112,67 100 5% 5 Sehat 
BOPO 88,95% 138,13 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 38,71% 774,2 100 5% 5 Sehat 
LDR 64,57% 201,72 100 5% 5 Sehat 
Total Nilai     83,92 Sehat 
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(sumber: hasil olah data) 
Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Gondangrejo pada tahun 2008 memiliki bobot 83,92 yang berarti sehat 
berdasarkan kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 18,23% (sehat) mengalami penurunan sebesar 7% 
dibandingkan tahun 2007. 
Rasio KAP sebesar 2,76% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 0,30% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Gondangrejo mampu untuk 
mengatasi resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit 
yang diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 6,87% (tidak sehat) mengalami penurunan sebesar 132,53% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK 
Gondangrejo dalam penyediaan dana untuk PPAP masih terlalu kecil, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka tidak mampu untuk 
menutup kerugian tersebut sehingga laba yang dihasilkan menjadi berkurang sebesar kerugian yang belum tertutup oleh PPAP yang dibentuk. 
Manajemen sebesar 42% (tidak sehat) mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan tahun 2007 artinya kinerja manajemen PD. BKK Gondangrejo tidak 
baik, terjadi penurunan kinerja manajemen dalam mengatur strategi dalam usaha pencapaian tujuan sehingga tidak dapat optimal dan mengalami penurunan 
dalam pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan pengawasan kegiatan operasional tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 1,69% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 0,39% dibandingkan tahun 2007. Rasio BOPO sebesar 88,95% (sehat) mengalami penurunan 
sebesar 1,07% dibandingkan tahun 2007 artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Gondangrejo lebih besar daripada biaya operasional. 
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Cash Ratio sebesar 38,71% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 13,41% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Gondangrejo memiliki kemampuan 
dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 64,57% (sehat) mengalami 
penurunan sebesar 13,65% dibandingkan tahun 2007 artinya dana yang diterima oleh PD. BKK Gondangrejo mengalami kenaikan, baik dari tabungan, 
deposito berjangka, modal inti yang berarti kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya meningkat. 
Tabel IV.77 
Kuantitatif Perhitungan Tingkat Kesehatan BKK Jatipuro Tahun 2008 





PERMODALAN       




      
Rasio KAP 6,50% 106,67 100 25% 25 Sehat 
Rasio PPAP 56,61% 56,61 100 5% 2,83 Kurang Sehat 
MANAJEMEN       
Manajemen Umum 39% 97,5 100 10% 9,75 Sehat 
Manajemen Resiko 53% 88,33 100 10% 8,83 Sehat 
RENTABILITAS       
ROA 1,99% 132,67 100 5% 5 Sehat 
BOPO 87,62% 154,75 100 5% 5 Sehat 
LIKUIDITAS       
Cash Ratio 21,10% 422 100 5% 5 Sehat 
LDR 106,48% 34,08 100 5% 1,7 Tidak Sehat 
Total Nilai     93,11 Sehat 
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Dari tabel, maka dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan pada PD. BKK Jatipuro pada tahun 2008 memiliki bobot 93,11 yang berarti sehat berdasarkan 
kriteria penggolongan tingkat kesehatan pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97. Permodalan 23,50% (sehat) mengalami penurunan sebesar 7,57% 
dibandingkan tahun 2007. 
Rasio KAP sebesar 6,50% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 0,20% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Jatipuro mampu untuk mengatasi 
resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang 
diterima dari bank. Rasio PPAP sebesar 56,61% (kurang sehat) mengalami penurunan sebesar 3,41% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Jatipuro 
dalam penyediaan dana untuk PPAP kurang cukup, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka kurang mampu untuk menutup kerugian 
tersebut. 
Manajemen sebesar 92% (sehat) mengalami penurunan sebesar 4% dibandingkan tahun 2007 artinya kinerja manajemen PD. BKK Jatipuro baik, terjadi 
peningkatan kinerja manajemen dalam mengatur strategi dalam usaha pencapaian tujuan sehingga dapat optimal dan mengalami peningkatan dalam 
pengaturan likuiditasnya yang berakibat pemberian kredit dan pengawasan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
ROA sebesar 1,99% (sehat) mengalami penurunan sebesar 0,18% dibandingkan tahun 2007. Rasio BOPO sebesar 87,62% (sehat) mengalami penurunan 
sebesar 1,2% dibandingkan tahun 2007 artinya pendapatan operasional yang dihasilkan pada PD. BKK Jatipuro lebih besar daripada biaya operasional. 
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Cash Ratio sebesar 21,10% (sehat) mengalami peningkatan sebesar 1,12% dibandingkan tahun 2007 artinya PD. BKK Jatipuro memiliki kemampuan 
dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Rasio LDR sebesar 106,48% (tidak sehat) mengalami 
peningkatan sebesar 22,96% dibandingkan tahun 2007. 
Tabel IV.78 
Kriteria Camel PD. BKK di Kabupaten Karanganyar  Tahun 2006-2008 
 2006 2007 2008 
BKK KARANGANYAR CUKUP SEHAT SEHAT SEHAT 
BKK KEBAKKRAMAT SEHAT SEHAT SEHAT 
BKK MOJOGEDANG SEHAT SEHAT SEHAT 
BKK KERJO SEHAT SEHAT SEHAT 
BKK GONDANGREJO SEHAT SEHAT SEHAT 








KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada analisis Bab IV penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil analisis dengan DEA (Data Envelopment Analysis) dapat kita lihat dari enam (6) PD. BKK di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2006-2008 
tidak semua memiliki kinerja yang efisien secara teknis. Dari enam (6) PD. BKK di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2006 terdapat lima (5) PD. 
BKK yang telah melakukan proses kerja secara efisien yaitu PD. BKK Kebakkramat, PD. BKK Mojogedang, PD. BKK Kerjo, PD. BKK Gondangrejo, 
dan PD. BKK Jatipuro, pada tahun 2007 terdapat tiga (3) PD. BKK yang telah melakukan proses kerja secara efisien yaitu PD. BKK Karanganyar, PD. 
BKK Kebakkramat dan PD. BKK Jatipuro, sementara pada tahun 2008 terdapat tiga (3) PD. BKK yang telah melakukan proses kerja secara efisien 
yaitu PD. BKK Kebakkramat, PD. BKK Mojogedang, dan PD. BKK Gondangrejo, yang ditunjukkan score efisiensi yang mencapai angka 100%. 
Sedangkan PD. BKK yang inefisien dalam proses produksinya, yang ditunjukkan dengan score efisiensi kurang dari 100%, yaitu pada tahun 2006 PD. 
BKK Karanganyar dengan tingkat efisiensi 95,62%, pada tahun 2007 PD. BKK Mojogedang dan PD. BKK Gondangrejo dengan tingakat efisiensi 
225 
 
sama, yaitu 99,69%, PD. BKK Kerjo dengan tingkat efisiensi 99,82%, sementara pada tahun 2008 PD. BKK Karanganyar dengan tingkat efisiensi 
99,97%, PD. BKK Kerjo dengan tingkat efisiensi 99,68%, dan pada PD. BKK Jatipuro dengan tingkat efisiensi 99,40%. 
2. Sumber inefisiensi yang terjadi pada PD.BKK di Kabupaten Karanganyar yang inefisien menurut hasil analisis DEA pada umumnya berasal dari 
variabel input dan output, walaupun nilai inefisiensi yang ditunjukkan sangat kecil. Inefisiensi yang terjadi pada PD. BKK di Kabupaten karanganyar 
dapat dilihat dari nilai target input yang lebih kecil dari actual-nya. Di samping itu DEA juga memberi informasi ketidak efisienan yang terjadi melalui 
nilai achieved yang belum mencapai 100% menunjukkan produktivitas input atau output yang belum optimal. Melihat kondisi tersebut berbagai 
alternatif ditawarkan untuk PD. BKK di Kabupaten Karanganyar tersebut menjadi efisien diantaranya yaitu: 
a. Alternatif pertama yang dilakukan lebih berorientasi pada input yang digunakan atau dalam arti lain seberapa besar input diperbaiki untuk mencapai 
output efisien sesuai observasi. Hal itu berarti akan berakibat pada perubahan komposisi input yang digunakan. 
b. Alternatif kedua yang dilakukan jika ingin mempertahankan input yang ada maka perbaikan berorientasi pada output, ini berarti seberapa besar 
tingkat output diperbaiki oleh PD. BKK di Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan sumber daya yang sama dengan observasi. Berdasar hal 
itu maka input yang digunakan tetap tetapi outputnya ditingkatkan. 
c. Alternatif ketiga agar menjadi efisien adalah dengan mengacu pada PD. BKK di Kabupaten Karanganyar yang efisien. Namun demikian untuk 
menjadi efisien tidak semua PD. BKK di Kabupaten Karanganyar dapat dijadikan acuan sehingga harus hati-hati dalam mencari acuan. Namun 
demikian DEA memberikan jawaban atas semua itu dengan menunjukkan peers-nya atau benchmark-nya yang dapat dicontoh oleh PD. BKK yang 
bersangkutan. Dengan alternatif yang ketiga ini memungkinkan perubahan baik pada struktur input maupun output. 
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3. Tingkat kesehatan pada PD. BKK di Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008 untuk masing-masing komponen yaitu: 
a. Permodalan 
Permodalan pada enam (6) PD. BKK di Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008 termasuk dalam kriteria sehat artinya mampu untuk 
mempertahankan pengelolaan terhadap modal sendiri dan aktiva-aktiva yang mengandung resiko serta mampu untuk menutup kerugian atas kredit 
yang diberikan. 
b. Kualitas Aktiva Produktif 
KAP pada enam (6) PD. BKK di Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008 termasuk dalam kriteria sehat, sehingga mampu untuk mengatasi 
resiko usaha yang terkandung pada komponen kredit yang diberikan apabila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau sekuruhnya kredit 
yang diterima dari bank. PPAP pada enam (6) PD. BKK di Kabupaten Karanganyar masih banyak yang menunjukkan kriteria tidak sehat, sehingga 
dalam penyediaan dana untuk PPAP masih terlalu kecil, apabila terjadi kerugian akibat penanaman aktiva produktif maka tidak mampu untuk 




Manajemen pada enam (6) PD. BKK di Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008 yang termasuk dalam kriteria sehat yaitu PD. BKK 
Kebakkramat, PD. BKK Mojogedang, dan PD. BKK Jatipuro. Sedangkan untuk PD. BKK Karanganyar, PD. BKK Kerjo, dan PD. BKK 
Gondangrejo masih dalam kriteria tidak sehat 
d. Rentabilitas 
ROA pada PD. BKK Karanganyar mengalami peningkatan selama tahun 2006-2008, yang ditunjukkan dengan kriteria sehat pada tahun 
2008, setelah tahun 2006 tidak sehat dan tahun 2007 kurang sehat. Untuk lima (5) PD. BKK lainnya selama tahun 2006-2008 termasuk dalam 
kriteria sehat. BOPO pada enam (6) PD. BKK di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2006-2008 termasuk dalam kriteria sehat, yaitu pendapatan 
operasional yang dihasilkan lebih besar dari biaya operasional. 
e. Likuiditas 
Cash ratio pada enam (6) PD. BKK di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2006-2008 termasuk dalam kriteria sehat berarti PD.BKK 
memiliki kemampuan dalam mengelola asset yang digunakan untuk membayar kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. LDR termasuk dalam 
kriteria sehat, kevuali pada PD. BKK Jatipuro pada tahun 2008. 
4. Pembobotan fakor CAMEL secara keseluruhan pada enam (6) PD. BKK di Kabupaten Karanganyar menghasilkan nilai yang cukup baik dan tergolong 




Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mengajukan beberapa kebijakan yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja PD. BKK di Kabupaten 
Karanganyar, yaitu: 
1. PD. BKK yang telah efisien hendaknya tetap mempertahankan efisiensinya, namun bukan berarti harus mempertahankan output atau input yang ada 
saat ini. Hal itu karena pengukuran efisiensi teknis bersifat relatif, yaitu bisa jadi tahun 2006 efisien, tahun 2007 inefisien dan tahun 2008 efisien, 
karena unit-unit lain produktivitasnya lebih baik atau produktivitasnya meningkat. Oleh karena itu sumber daya yang berkualitas, pelayanan yang baik, 
dan teknologi yang unggul harus diutamakan agar tercapai kondisi yang efisien. 
2. Untuk menjadi efisien PD. BKK yang belum efisien hendaknya memperbaiki produktivitas input-inputnya untuk mencapai output optimum dan kondisi 
efisien. Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan berikut: 
a. Penggunaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga dapat tercipta manajemen yang berkualitas. 
b. Perbaikan kualitas pelayanan pada nasabah, memberikan kemudahan pada nasabah dalam bertransaksi dan lebih memahami karakter nasabah-
nasabahnya. 
c. PD. BKK perlu melakukan inovasi teknologi dan diversifikasi produk sehingga dapat menurunkan biaya operasional. 
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3. Tingkat kesehatan enam (6) PD. BKK di Kabupaten Karanganyar harus dipertahankan dan perlu untuk ditingkatkan menjadi lebih sehat lagi, untuk 
rasio PPAP yang masih tergolong tidak sehat perlu ditinjau dan diperbaiki lagi, yaitu dengan meningkatkan cadangan serta untuk lebih selektif dalam 
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